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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 
Kegiatan Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai 

Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 

 

a. Tanggal Audit : 14 – 20 Februari 2023 
b. Metode : Onsite Audit 
c. Kriteria Audit yang 

Digunakan 
: 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA 
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA 
 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 
4. Nomor Telpon 

Email 
: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 
6. Tim Audit : a) Ir Suhardi (Auditor Prasyarat) / Ketua Tim Audit; 

b) Ir Amin Kadeni (Auditor Produksi); 

c) Hartati Saat, S.Si (Auditor Ekologi), 

d) Rr Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial), dan 

e) M. Ngizudin, S.Hut (Auditor VLK Hutan) 
7. Pengambil 

Keputusan 
: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA DELTA PERMAI 

2. Alamat Kantor : Jl. Soetoyo S. No. 196 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 

4. SK PBPH : No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 Tanggal 17 Januari 2019  

: Jo. No. SK.89/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/ 2022 Tanggal 28 Januari 2022 

5. Luas dan Lokasi   ± 85.950 hektar di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 

6. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris  : Yosep Prawira 

b. Direktur  : Setyo Nuswantoro 

7. Nama MR Auditee : Ir. Hirten M. Tambunan    
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN RESERTIFIKASI S-PHL 

 

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 14 Februari 2023 

Tempat : Palangkaraya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan 

BPHL Wilayah X Palangkaraya. 

b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta 

informasi tambahan lainnya terkait auditee. 

 

2. Konsultasi Publik 

Waktu : 15 Februari 2023 

Tempat : Ruang Pertemuan Basecamp Briwit PT Karya Delta Permai Kecamatan Tanah Siang 

Kabupaten Murung Raya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: Tim Auditor melakukan konsultasi publik dengan tokoh masyarakat sekitar yang 

dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 10:00 – 12:00 WIB 

dengan menghadirkan Kepala Desa Takajung, Ketua BPD Desa Takajung, Kepala 

Desa Muara Joloi I, Kepala Desa Osom Tompok, Sekretaris dan Staf Desa, Tokoh 

Adat Perwakilan Pers Kabupaten Murung Raya dan Kepala Sekolah serta Tokoh 

Masyarakat lainnya 

 

3. Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 15 Februari 2023 

Tempat : Basecamp Briwit PT Karya Delta Permai Kab. Murung Raya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Karya Delta Permai yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Auditee memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai timeline 

kegiatan audit yang ditetapkan. 

c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form 

P01-3.11 Rev.1 13/1/2021. 

 

4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 15 - 18 Februari 2023 

Tempat : On-site / Lokasi areal kerja PT Karya Delta Permai di Kab. Murung Raya  

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan 

pada rentang waktu: 

- 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, 

ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan 

- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu 

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan 

secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan. 

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma 

kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat 

menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a 

(Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), 

dan  P01-4b.09a (standar VLK). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

5. Pertemuan Penutupan 

Waktu : 19 Februari 2023 

Tempat : Basecamp PT Karya Delta Permai di Kab. Murung Raya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Karya Delta Permai yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan 

kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta 

kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.  

c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan 

menandatangani dokumen:  

- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15; 

- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan 

- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14. 

 

6. Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 20 Februari 2023 

Tempat : Palangkaraya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan 

BPHL Wilayah X Palangkaraya. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9  

 

7. Pengambilan Keputusan 

Tanggal : 20 Maret 2023 

Keputusan 

Penilaian 

 

: a) PT Karya Delta Permai dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan 

predikat BAIK (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 80,30% tanpa verifier 

dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK). 

b) Kepada PBPH PT Karya Delta Permai dapat diterbitkan kembali S-PHL dengan: 

 

- Nomor S-PHL : 008.SPHPL.019-IDN 

- Predikat : BAIK 

- Masa Berlaku : 31 Maret 2023 s.d. 30 Maret 2029 

- Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 

seluas 85.950 Hektar di Kabupaten Murung Raya 

Provinsi Kalimantan Tengah 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki izin pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan SK Menhut 

No. 429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha dan lampiran peta skala 

1 : 100.000 di Kelompok Hutan Sungai Murung - Sungai Barito, Kabupaten Murung Raya, 

Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. 

Pada tahun 2019 terdapat addendum sesuai SK MenLHK No. SK.53/MENLHK/SETJEN/ 

HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan 

No. 429/ Menhut-II/2004 yang mengubah luas areal PBPH PT Karya Delta Permai yang semula 

seluas ±79.400 Ha bertambah menjadi ±85.950 Ha. Terdapat peta lampiran SK Addendum 

Skala 1 : 100.000 dengan areal seluas ±85.950 Ha yang ditandatangani oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tanggal 17 Januari 2019.  

Selanjutnya terdapat addendum kedua SK PBPH sesuai dengan Keputusan MenLHK No. 

SK.89/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perubahan kedua atas 

keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.429/Menhut-II.2994 tanggal 19 Oktober 2004. Pada 

Addendum kedua ini mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya 

sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini. 

Dokumen administrasi penataan batas yang tersedia di lapangan dinilai lengkap sesuai dengan 

realisasi penataan batas di lapangan yang sebelumnya telah temu gelang untuk areal seluas 

79.400 Ha dengan ketersediaan dokumen sebagai berikut : 

1. Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 108/PB/IUPHHHK-HA/2008. 

2. Instruksi Kerja Tata Batas No. INST.127/VII/BPKHV-3/2011. 

3. Peta kerja tata batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Karya Delta Permai, PT Menorah 

Loggingindo PT Barito Putra Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Peta 

skala 1 : 100.000.  

4. BAP pelaksanaan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PT Karya Delta Permai, PT 

Menorah Loggingindo, PT Barito Putra di Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah 

tanggal 29 Januari 2012 ditandatangani oleh para pihak.  

5. Pengajuan proses pengesahan Laporan TBT telah dilakukan sesuai dengan surat Kepala 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No. S.1021/VII/BPKH V-3/2013 

tanggal 12 Juni 2013. 

Namun demikian dengan adanya addendum SK PBPH yang mengubah luas areal menjadi 

±85.950 Ha, maka PT Karya Delta Permai berkewajiban untuk menata batas kembali pada areal 

yang masih terbuka akibat dari penambahan luas areal PBPH. 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai sebelumnya telah melakukan penataan batas temu gelang untuk areal 

seluas 79.400 Ha. Namun demikian dengan adanya addendum SK PBPH yang mengubah luas 

areal menjadi 85.950 Ha, maka PT Karya Delta Permai berkewajiban untuk menata batas 

kembali pada areal yang masih terbuka akibat dari penambahan luas areal PBPH.  

Realisasi pemancangan batas PT Karya Delta Permai berdasarkan perubahan luasan areal 

menjadi ±85.950 hektar menjadi sebesar 140.009 meter atau sebesar 54,48% dari target 

kewajiban tata batas sepanjang 257.009 meter. 

PT Karya Delta Permai melakukan kegiatan pemeliharaan batas luar, namun tidak 

didokumentasikan dengan BAP pemeliharaan batas dan tidak dilakukan setiap tahun. Pada 

tahun 2022 terdapat kegiatan pemeliharaan batas sesuai dengan BAP pemeliharaan batas luar 

tanggal 30 Desember 2022 sebagai berikut : 

1. Batas Persekutuan dengan PT Taman Raja Persada = 2,5 Km 

2. Batas Persekutuan dengan PT Manorah Loggingindo = 5 Km 

3. Batas dengan Hutan Negara = 2,5 Km 

Hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa lokasi batas yang dipelihara sesuai dengan lokasi 

di Peta pada lokasi sebagai berikut : 

1. Batas persekutuan dengan PT Taman Raja Persada sesuai dengan BAP Pemeliharaan 

batas berada pada koordinat S 000 18’ 30,2”; E 1140 24’ 26,9” terdapat penandaan batas 

dengan cat warna merah strip 5 sepanjang jalur yang dirintis lebar 2 meter. 

2. Batas persekutuan dengan PT Menorah Loggingindo sesuai dengan BAP Pemeliharaan 

batas berada pada koordinat S 000 11’ 52,9”; E 1140 21’ 45,1” terdapat penandaan patok 

batas dan penandaan batas dengan cat warna merah strip 5 sepanjang jalur yang dirintis 

lebar 2 meter. 

3. Batas dengan hutan negara sesuai dengan BAP Pemeliharaan batas berada pada koordinat 

S 000 28’ 16,1”; E 1140 27’ 56,4” terdapat penandaan patok batas dan penandaan batas 

dengan cat warna merah strip 5 sepanjang jalur yang dirintis lebar 2 meter 

 3 Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah melakukan penataan batas dengan realisasi pemancangan batas 

berdasarkan perubahan luas areal terkini seluas ±85.950 hektar sepanjang 140.009 meter atau 

sebesar 54,48% dari target kewajiban tata batas sepanjang 257.009 meter dan keberadaan 

arealnya telah mendapat pengakuan secara yuridis dari pihak pemerintah berkaitan dengan ijin 

usaha di bidang kehutanan melalui Kementerian Kehutanan, dan Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya, instansi Pemerintah lainnya 

yang terkait serta perusahaan yang berbatasan dengan areal kerja PBPH serta perwakilan 

masyarakat di sekitar PT Karya Delta Permai. 

Di lapangan terdapat perkampungan, kegiatan perladangan, perkebunan dan pemukiman di 

dalam areal serta kegiatan penambangan emas tradisionel oleh masyarakat yang berpotensi 

menumbulkan konflik. Hasil identifikasi di sepanjang jalan utama angkutan kayu diketahui 

adanya kegiatan perladangan masyarakat sepanjang jalan angkutan kayu yang berasal dari 

Desa Muara Joloi 1, Desa Takajung dan masyarakat umum lainnya dengan identifikasi seluas 

510,13 Ha. Terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin di arealnya dengan identifikasi 

sebanyak 43 kelompok penambang sejumlah 250 orang yang menyebar pada areal seluas 

706,48 Ha sampai dengan tahun 2022. 

PT Karya Delta Permai pada tahun 2022 telah menyusun laporan identifikasi dan pemetaan 

konflik dengan kesimpulan status potensi konflik tingkat perusahaan masih terkendali 

prosentase skor 48%. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Dengan demikian pada areal PT Karya Delta Permai diverifikasi tidak terdapat konflik batas 

dengan pihak lain baik dengan pemegang perizinan lainnya namun di lapangan terdapat 

kegiatan perladangan, perkebunan dan pemukiman di dalam areal PT Karya Delta Permai 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit resertifikasi tahun 2018 – 2023, pada areal PBPH PT Karya Delta Permai 

telah terjadi perubahan luas areal yaitu sebelumnya seluas ±79.400 hektar mengacu kepada SK 

IUPHHK-HA No. 429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 yang telah diubah dengan 

Addendum SK IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 

2019 dan Addendum kedua SK PBPH No. SK.89/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022 tanggal 28 

Januari 2022 dengan penambahan areal menjadi seluas ±85.950 Ha. 

Perubahan luas areal dari ±79.400 Ha menjadi ±85.950 Ha pada tahun 2019 telah diikuti 

dengan perubahan penyusunan dokumen perencanaan yaitu RKUPH periode 2021-2030 

dengan tata ruang sesuai dengan luasan SK IUPHHK-HA seluas ± 85.950 Ha. 

Dokumen RKUPH periode 2021 – 2030 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7531/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 

Desember 2020 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Karya Delta Permai tidak ditemukan adanya Perizinan Penggunaan 

Kawasan Hutan (PPKH) seperti untuk pertambangan batubara atau pun sektor lainnya, namun  

dijumpai adanya penggunaan jalan koridor untuk angkutan hasil pertambangan batubara oleh 

PT Bumi Barito Mineral dengan IUP No. 48/I/IUP/PMA/ 2017 dan PT Borneo Prima Coal 

Minning & Trading. berdasarkan Surat No. 033/BP/SBY/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 

untuk menggunakan jalan koridor bersama. 

Di samping itu pada areal PT Karya Delta Permai juga terdapat penggunaan areal untuk 

perladangan masyarakat dan penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat sekitar dengan 

identifikasi selama periode audit resertifikasi sebagai berikut : 

1. Kegiatan perladangan masyarakat sepanjang jalan angkutan kayu yang berasal dari Desa 

Muara Joloi 1, Desa Takajung dan masyarakat umum lainnya yang terus berkembang 

dengan identifikasi areal seluas 510,13 Ha sampai dengan tahun 2022. 

2. Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang aliran sungai seperti Sungai 

Donum Tolung, Sungai Lambin, Sungai Liang, Sungai Gembira dan seing berpindah-

pindah ke tempat lainnya dengan identifikasi tahun 2022 seluas 706,48 Ha. 

Dengan demikian PT Karya Delta Permai terdapat penggunaan kawasan di luar sektor 

kehutanan dan telah dilaporkan namun belum seluruhnya 

6. Verifier 1.1.6 : Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 PT Karya Delta Permai secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk 

melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh 

pemerintah seluas ±85.950 hektar sebagaimana SK PBPH  No. SK.53/MENLHK/SETJEN/ 

HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 Jo  No. SK.89/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022 tanggal 28 

Januari 2022. 
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Pada areal PBPH PT Karya Delta Permai diverifikasi tidak terdapat konflik tenurial selama 

periode resertifikasi, namun di lapangan terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain dengan 

total seluas 8.616,61 Ha berupa perkampungan penduduk di dalam areal seluas 7.400 Ha, 

okupasi lahan untuk kegiatan perladangan seluas 510,13 Ha dan kegiatan penambangan emas 

tanpa izin seluas 706,48 Ha, sehingga penguasaan areal oleh PBPH PT Karya Delta Permai 

sebesar 85.950 Ha – 8.616,61 Ha = 77.333,39 Ha atau (89,97%). 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pernyataan Visi dan Misi PT Karya Delta Permai, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 

Direktur Utama PT Karya Delta Permai Nomor 01/SK/Dir-KDP/I/2010 tanggal 2 Januari 2010 

dan selama periode audit resertifikasi dokumen Visi dan Misi PT Karya Delta Permai tidak 

mengalami perubahan. 

Visi dan Misi PT Karya Delta Permai diverifikasi telah mengacu kepada kaidah pengelolaan 

hutan lestari yaitu sesuai dengan kaidah produksi, ekologi dan sosial. 

Sosialisasi visi misi kepada karyawan telah dilakukan dengan memasang banner visi dan misi 

di basecamp, dan tempat strategis lainnya serta kegiatan sosialisasi secara langsung sesuai 

dengan BAP sosialisasi setiap tahun dan terakhir dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 8 maret 

2021 dan BAP tanggal 16 Mei 2022. 

Sosialisasi visi misi kepada masyarakat sekitar telah dilakukan dengan melakukan kegaitan 

sosialisasi terpadu visi dan misi yang digabungkan dengan pelaksanaan pemberian informasi 

dan pemahaman kegiatan RKTPH, dan Kelola Sosial, yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai 

dengan BAP sosialisasi dan terakhir dilakukan bersamaan dengan kegiatan upacara adat ketuk 

pintu untuk pelaksanaan RKTPH tahun 2022 sesuai dengan BAP tanggal 14 April 2022. 

Kegiatan sosialisasi telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat dari Desa Binaan yaitu 

Desa Takajung, Desa Joloi I, Desa Osom Tompok, Desa Mantiat Pari, Desa Olung Ulu dan Desa 

Olung Balo. 

 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Visi dan misi PT Karya Delta Permai telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional, 

namun dinilai belum seluruhnya. 

1. Misi terkait kaidah konservasi telah dilakukan dengan menyusun dokumen lingkungan dan 

mengimplementasikan pada kegiatan kelola lingkungan namun belum seluruhnya terkait 

pengelolaan terhadap dampak tanah dan air serta perlindungan dan pengamanan hutan 

serta kaidah HCVF. 

2. Misi ketaatan terhadap peraturan dan penyusunan dokumen perencanaan telah 

diimplementasikan dengan menyusun RKUPH untuk periode 2021-2030 dan RKTPH 

setiap tahunnya. 

3. Misi pemanfaatan produk dan jasa masih belum diimplementasikan dalam pelaksanaan 

identifikasi multi usaha kehutanan dan penyusunan RKUPH Multi Usaha. 
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4. Misi untuk mengelola keanekaragaman hayati telah diimplementasikan dalam program 

kelola lingkungan sebagaimana dokumen Amdal, RKL dan RPL namun belum seluruhnya 

sesuai dengan ketentuan pada dokumen lingkungan yang disetujui. 

5. Misi terkait hak legal dan hak adat serta menyelaraskan dan mengakui secara hukum hak 

ulayat telah diimplementasikan dalam koridor pemanfaatan hasil hutan dengan melibatkan 

masyarakat hak ulayat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

6. Misi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan di semua bagian telah diimplementasikan 

secara internal dengan menerapkan audit internal, namun secara keseluruhan masih 

belum dijalankan khususnya terkait pengawasan areal, kegiatan illegal mining dan lain-lain 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

3. Indikator 1.3 :  

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 
Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

1. Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki GANISPH sebanyak 12 orang pada kompetensi GANISPH 

Canhut 5 Orang, GANISPH Binhut 2 Orang dan GANISPH PKB-R 5 Orang namun tidak tersedia 

GANISPH dengan kompetensi Kurpet dan Nenhut. 

PT Karya Delta Permai telah memiliki tenaga profesional kehutanan berupa sarjana kehutanan 

dan tenaga menengah kehutanan yang sebagian juga ditugaskan sebagai Tenaga Teknis 

Pengelolaan Hutan (GANISPH) dan dapat menangani pekerjaan GANISPH yang sementara ini 

masih kosong. Seluruh GANISPH PT Karya Delta Permai telah diadministrasikan melalui 

SIGANISHUT dan seluruhnya telah melakukan uji kompetensi. 

Dengan memperhatikan visi misi, struktur organisasi dan kelengkapan personil untuk 

menjalankan kegiatan pengelolaan hutan lestari serta simpul simpul PUHH yang ada, maka PT 

Karya Delta Permai dinilai masih kekurangan GANISPH dengan keperluan setidaknya sejumlah 

20 orang dan saat ini masih tersedia sebanyak 12 orang (60%). 

2. Verifier 1.3.2 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Pelatihan Sumberdaya Manusia terkait tenaga 

profesional kehutanan dan GANISPH berupa Pelatihan/Penyegaran/Penilaian Kinerja dan uji 

kompetensi GANISPH, diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Karya Delta 

Permai selama periode resertifikasi sebesar 65,1% dari rencana. Namun demikian kegiatan 

yang dilakukan cenderung merupakan pelaksanaan dari kewajiban pemegang kompetensi dan 

lainnya berupa undangan dari pihak atau instansi terkait dan bukan merupakan perencanaan 

peningkatan kompetensi yang didasarkan oleh kebutuhan organisasi.  

Kekosongan GANISPH Kurpet dan Nenhut dan Kekurangan GANISPH Binhut dan PKB-R dalam 

organisasi bahkan tidak dimasukan sebagai rencana pendidikan dan latihan untuk peningkatan 

kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sudah terverifikasi pada 

kegiatan penilikan tahun sebelumnya.  
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Kekosongan GANISPH Kurpet dan Nenhut dan Kekurangan GANISPH Binhut dan PKB-R dalam 

organisasi bahkan tidak dimasukan sebagai rencana pendidikan dan latihan untuk peningkatan 

kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sudah terverifikasi pada 

kegiatan penilikan tahun sebelumnya. 

3. Verifier 1.3.3 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan tenaga 

profesional kehutanan di lapangan di antaranya ialah : 

1. Ijazah dan sertifikat pelatihan 

2. Kartu GANISPH  

3. SK Persetujuan penugasan GANISPH  

4. SK Penempatan GANISPH. 

5. Sertifikat Uji Kompetensi 

6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi  

7. Pengangkatan sebagai karyawan  

8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, 

BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak 

dan kewajiban dalam peraturan perusahaan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

4. Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

1. Verifier 1.4.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan dengan 

Keputusan Direksi No. 09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018. Pada tanggal 10 

Januari 2023 Struktur Organisasi PT Karya Delta Permai telah diperbaiki sesuai dengan 

keputusan Direksi No. 15/SK/DIR/KDP-BJM/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Revisi 

Struktur Organisasi dan Job Discription Pada PBPB PT Karya Delta Permai. 

Struktur organisasi dinilai telah memenuhi kaidah pengelolaan hutan produksi sesuai dengan 

visi dan misi yang telah ditetapkan yang disertai dengan job description pada masing-masing 

jabatan serta telah disahkan oleh Direksi dengan pengisian personil diverifikasi telah terisi 

sampai jabatan Kepala Seksi sesuai dengan bagan struktur organisasinya.   

2. Verifier 1.4.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki peralatan dan personil operator untuk mengoperasikan sistem 

informasi di Basecamp Briwit,  Camp Pekerja, Camp Logpond dan di kantor Banjarmasin.  

Penugasan operator peralatan SIM diberikan kepada personil di kantor yang menggunakan 

peralatan komunikasi dan penunjukan secara khusus diberikan kepada operator SIM milik 

Kementerial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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Komunikasi dari lapangan ke basecamp menggunakan telepon what’s app maupun radio baik 

radio HT maupun perangkat radio komunikasi di kendaraan LV. Jaringan internet di basecamp 

dan camp produksi di lapangan menggunakan V-Sat yang dapat digunakan untuk komunikasi 

dan pengiriman data serta laporan dari camp produksi, basecamp Briwit ke kantor Banjarmasin 

maupun pelaporan ke instansi terkait. 

Penggunaan internet di Logpond menggunakan jaringan seluler sedangkan di kantor 

Banjarmasin menggunakan jaringan internet telkom. Koneksi jaringan di Basecamp dinilai 

cukup memadai dan lancar dalam menjalankan sistem informasi dan pelaporan. 

3. Verifier 1.4.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki jaringan internet di camp produksi dan di basecamp Briwit 

yang memadai serta petugas operator yang mengelola SIM milik KemenLHK yang ditetapkan 

dengan keputusan Direksi yaitu Operator SIPUHH dan SIPNBP, Operator SICAKAP, Operator 

dan Sub Operator SIGANISHUT, Operator E-Monev dan Operator SIPONGI. 

Kepatuhan pelaporan SIM KemenLHK diverifikasi sebagai berikut : 

a. Terhadap pelaporan SICAKAP, PT Karya Delta Permai telah menjalankan penyusunan 

RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 melalui aplikasi SICAKAP dan pelaporan 

bulanan SICAKAP tahun 2022 diverifikasi patuh dilaporkan setiap bulannya, namun untuk 

data dan informasi yang dilaporkan masih perlu dilengkapi terutama terkait konflik, kelola 

lingkungan dan keuangan. 

b. Terhadap pelaporan E-Monev pada saat audit masih belum dapat diakses sehubungan 

dengan permasalahan website E-Monev yang tidak dapat diakses dan pelaporannya 

digabungkan pada aplikasi SICAKAP. 

c. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Karya Delta Permai telah 

memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu melalui 

SIPUHH. PT Karya Delta Permai diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP 

atas PSDH dan DR dari produksi kayunya. 

d. Terhadap  pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Karya Delta 

Permai telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat Persetujuan 

Penugasan, SK Penempatan dan pelaporan harian kegiatan GANISPH telah dilakukan 

secara rutin setiap hari melalui  SIGANISHUT. 

e. Terhadap pelaporan SIPONGI secara khusus tidak terdapat pelaporannya, namun 

digabungkan pada laporan yang diunggah melalui SICAKAP diverifikasi bahwa pada areal 

PT Karya Delta Permai dilaporkan tidak terdapat hotspot dan telah dilakukan pengecekan di 

lapangan dan dilaporkan melalui SICAKAP. 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Jabatan SPI PT Karya Delta Permai telah tercantum pada Struktur Organisasi yang telah 

disahkan dengan Keputusan Direksi No. 09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 

dan No. 18/SK/DIR/KDP-BJM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022. 

Selama periode resertifikasi kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh Tim SPI PT 

Karya Delta Permai dengan hasil sebagai berikut :  

1. Tahun 2018 diverifikasi bahwa Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada seluruh bidang kegiatan yang meliputi bagian perencanaan, 

produksi, pembinaan hutan, bidang kelola sosial bidang personalia dan bidang keuangan 

dan dinilai telah efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. 
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2. Tahun 2019 diverifikasi bahwa Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada periode Semester I bulan Januari-Juli 2019 dan dilakukan 

pada seluruh bidang kegiatan yang meliputi bagian perencanaan, produksi, pembinaan 

hutan, bidang kelola sosial bidang personalia dan bidang keuangan dan dinilai telah efektif 

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. 

3. Tahun 2020 diverifikasi bahwa Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada periode Semester I bulan Januari-Juli 2020 dan dilakukan 

pada seluruh bidang kegiatan yang meliputi bagian perencanaan, produksi, pembinaan 

hutan, bidang kelola sosial bidang personalia dan bidang keuangan dan dinilai telah efektif 

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. 

4. Tahun 2021 diverifikasi bahwa Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada tanggal 5-15 November pada seluruh bidang kegiatan yang 

meliputi bagian perencanaan, produksi, pembinaan hutan, bidang kelola sosial bidang 

personalia dan bidang keuangan dan dinilai telah efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan pengelolaan hutan. 

5. Tahun 2022 diverifikasi bahwa Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada tanggal 13-23 November pada seluruh bidang kegiatan yang 

meliputi bagian perencanaan, produksi, pembinaan hutan, bidang kelola sosial bidang 

personalia dan bidang keuangan dan dinilai telah efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan pengelolaan hutan 

6. Sedangkan untuk tahun 2023 SPI PT Karya Delta Permai akan melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pada akhir pelaksanaan RKTPH Tahun 2023 yang direncanakan 

pada bulan November 2023. 

Dengan demikian personil SPI PT Karya Delta Permai telah ditunjuk, dan dinilai telah efektif 

untuk dapat menjangkau seluruh tahapan kegiatan baik operasional maupun non operasional 

5. Verifier 1.4.5 : Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tingkat keterlaksanaan tindakan perbaikan atas temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi pada 

seluruh bidang telah ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan oleh jajaran operasional yang 

diperiksa namun belum seluruhnya. 

PT Karya Delta Permai telah memiliki rencana tindakan perbaikan untuk menidaklanjuti 

rekomendasi dari temuan SPI dan menunjuk penanggungjawab kegiatan serta tata waktunya. 

Namun demikian hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa tindakan 

perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi SPI masih belum seluruhnya dilaksanakan seperti 

pembuatan jalan alternatif, rekrutmen tenaga teknis dan lain-lain. 

Hasil temuan SPI telah disampaikan kepada Direksi dan telah ditindaklanjuti dengan tindakan 

perbaikan dan seluruh temuan SPI dan telah ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan di 

lapangan, namun belum seluruhnya 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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5. Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disahkan sebagai berikut : 

1. Dokumen RKT Tahun 2018 disahkan secara self approval dengan keputusan Direksi No. 

05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2018 tanggal 03 Januari 2018  

2. Dokumen RKT Tahun 2019 disahkan secara self approval dengan keputusan Direksi No. 

03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019. 

3. Dokumen RKT Tahun 2020 disahkan secara self approval dengan keputusan Direksi No. 

03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. 

4. Dokumen RKT Tahun 2021 disahkan secara self approval dengan keputusan Direksi No. 

03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 08 Januari 2021. 

5. RKTPH Tahun 2022 disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dengan 

keputusan Direktur sesuai SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/XII/2021 tanggal 20 Desember 

2021. 

6. RKTPH Tahun 2023 disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dengan 

keputusan Direktur sesuai SK No. 008/SK/DIR/KDP-PLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. 

Desa binaan PT Karya Delta Permai tahun 2018-2019 sejumlah 15 Desa sedangkan untuk 

tahun 2020-2023 sejumlah 6 Desa. 

Rencana penebangan dalam RKTPH telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi dengan 

melakukan pemberian informasi melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan desiminasi kandungannya melalui kegiatan sosialisasi sebagai berikut : 

1. Sosialisasi RKTPH Tahun  2018 telah dilakukan kepada desa binaan  yang berdekatan 

(Ring I) yaitu Desa Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom Tompok, Desa Olom Balo, Desa 

Mantiat Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Muara Joloi. 

2. Sosialisasi RKT Tahun  2019 telah dilakukan kepada desa binaan  yang berdekatan (Ring I) 

yaitu Desa Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom Tompok, Desa Olom Balo, Desa Mantiat 

Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Muara Joloi. 

3. Sosialisasi RKT Tahun  2020 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi 

tanggal 22 Januari 2020 kepada masyarakat Desa Takajung dan Desa Muara Joloi dan 

tanggal 30 Agustus 2020 kepada masyarakat Desa Takajung, Desa Olung Balo Desa Muara 

Joloy, Desa Osom Tompok,dan Desa Mantiat Pari. 

4. Untuk sosialisasi RKTPH Tahun  2021 telah dilakukan kepada desa binaan  di mana lokasi 

RKT 2021 berada yaitu Desa Takajung dan Desa Muara Joloi. 

5. Untuk sosialisasi RKTPH Tahun  2022 telah dilakukan kepada desa binaan  secara 

keseluruhan yaitu berada yaitu Desa Takajung, Desa Joloi 1, Desa Osom Tompok, Desa 

Mantiat Pari, Desa Olung Ulu dan Desa Olung Balo sekaligus dilakukan upacara adat ketuk 

pintu tanggal 14 April 2022. 

6. Untuk RKTPH Tahun 2023 telah diterbitkan sesuai keputusan Direktur dengan SK No. 

008/SK/DIR/KDP-PLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 namun belum dilakukan 

sosialisasinya. 

Pada kegiatan tersebut telah disosialisasikan rencana kegiatan pemanfaatan kayu pada RKT 

tahun berjalan. Dengan demikian kegiatan RKTPH daen penebangan kayu yang mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi yang 

memadai kepada  masyarakat desa binaan yang terdampak dan masuk ke dalam wilayah 

penebangan RKT 
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2. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai diverifikasi telah menyusun dokumen Rencana Operasional (RO) 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)/ Kelola Sosial sebagai berikut : 

No. Tahun Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Keterangan 

1 2018 1.630.500.000 1.762.610.000 107,84% 

2 2019 1.765.300.000 1.284.280.000 72,75% 

3 2020 1.559.900.000 1.236.850.000 79,29% 

4 2021 1.194.000.000 994.353.747 83,28% 

5 2022 1.284.500.000 1.289.220.000 100,37% 

6 2023 1.366.500.000 -  

PT Karya Delta Permai telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai 

kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya.  Hal ini dibuktikan dengan 

adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang di dalamnya 

membahas perihal kelola sosial sebagai berikut  : 

1. Tahun  2018 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan  yang berdekatan (Ring I) 

yaitu Desa Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom Tompok, Desa Olom Balo, Desa Mantiat 

Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Muara Joloi. (46,67%) 

2. Tahun  2019 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan  yang berdekatan (Ring I) 

yaitu Desa Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom Tompok, Desa Olom Balo, Desa Mantiat 

Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Muara Joloi. (46,67%) 

3. Tahun  2020 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi 

tanggal 22 Januari 2020 kepada masyarakat Desa Takajung dan Desa Muara Joloi dan 

tanggal 30 Agustus 2020 kepada masyarakat Desa Takajung, Desa Olung Balo Desa Muara 

Joloy, Desa Osom Tompok,dan Desa Mantiat Pari. (83,33%) 

4. Tahun  2021 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan  yaitu Desa Takajung dan Desa 

Muara Joloi. (33,33%) 

5. Tahun  2022 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan  secara keseluruhan yaitu 

berada yaitu Desa Takajung, Desa Joloi 1, Desa Osom Tompok, Desa Mantiat Pari, Desa 

Olung Ulu dan Desa Olung Balo sekaligus dilakukan upacara adat ketuk pintu tanggal 14 

April 2022. (100%) 

6. Untuk sosialisasi Kelola Sosial Tahun 2023 belum dilakukan. 

Dengan demikian kegiatan kelola sosial berupa CD/ CSR telah mendapatkan persetujuan dari 

sebagian masyarakat desa binaan  dan terdapat bukti dokumen BAP pelaksanaannya. (62%). 

3. Verifier 1.5.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat Surat Penetapan Kawasan Lindung oleh Direktur Utama PT Karya Delta Permai 

Nomor : 12/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 dengan luasan yang sama seperti 

pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 yang telah disahkan sebagai berikut : 

a. Buffer Zone Hutan Lindung   =  6.975 Ha 

b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) =     371 Ha 

c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)  =     363 Ha 

d. Sempadan Sungai    =  1.548 Ha 
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e. Hutan Prenget     =  3.017 Ha 

Jumlah      = 12.274 Ha 

PT Karya Delta Permai telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai 

kepada para pihak terkait dengan keberadaan kawasan dilindungi yang berada di wilayahnya. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 

sebagai berikut : 

1. Tahun  2018 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi tanggal 5 

Februari 2018 dan tanggal 28 April 2018  kepada masyarakat Desa Saruhung, Desa 

Kolam, Desa Osom Tompok, Desa Olom Balo, Desa Mantiat Pari, Desa Tumbang Ulu dan 

Desa Muara Joloi. (46,67%) 

2. Tahun  2019 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi tanggal 25 

Januari 2019 kepada masyarakat Desa Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom Tompok, Desa 

Olom Balo, Desa Mantiat Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Muara Joloi. (46,67%) 

3. Tahun  2020 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi tanggal 22 

Januari 2020 kepada masyarakat Desa Takajung dan Desa Muara Joloi dan tanggal 30 

Agustus 2020 kepada masyarakat Desa Takajung, Desa Olung Balo Desa Muara Joloy, 

Desa Osom Tompok,dan Desa Mantiat Pari. (83,33%) 

4. Tahun  2021 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi tanggal 5 Mei 

2021 kepada masyarakat Desa Joloi, Desa Osom Tompok, Desa Mantiat Pari, dan Desa 

Takajung. (66,67%) 

5. Tahun  2022 telah dilakukan kepada desa binaan  dengan BAP Sosialisasi tanggal 19 

Maret 2022 secara keseluruhan yaitu berada yaitu Desa Takajung, Desa Joloi 1, Desa 

Osom Tompok, Desa Mantiat Pari, Desa Olung Ulu dan Desa Olung Balo sekaligus 

dilakukan upacara adat ketuk pintu tanggal 14 April 2022. (100%) 

6. Untuk sosialisasi Kelola Sosial Tahun 2023 belum dilakukan 

Pada kegiatan tersebut telah disosialisasikan keberadaan Kawasan Lindung yang ada di wilayah 

PT Karya Delta Permai sehingga diharapkan masyarakat dan perusahaan dapat bersinergi 

dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan.  

Dengan demikian keberadaan kawasan lindung telah mendapatkan persetujuan dari sebagian 

masyarakat desa binaan  dan terdapat bukti dokumen BAP pelaksanaannya. (68,67%). 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

6. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama periode penilaian telah melaksanakan 2 (dua) kali 

pelaksanaan IHMB di tahun 2009 dan tahun 2020, sebagai dasar penyusunan dokumen 

RKUPH, dokumen RKUPH yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu RKUPH Berbasis 

IHMB Periode Tahun 2011-2020 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor: SK.10/BUHA-

2/2015, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 dan ditandatangani a.n. Menteri 

Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. 

Herry Prijono dan RKUPH Berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang telah mendapat 
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persetujuan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.7531/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 dan 

ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt  Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM). 

Dalam Surat Keputusan Persetujuan RKUPH tidak ada klausal yang menyatakan bahwa PT 

Karya delta Permai mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

terkait penyusunan RKUPH.  

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama periode penilaian tahun 2017 s/d tahun 2023 telah 

melaksanakan kegiatan Penataan Areal Kerja di lapangan sesuai dengan RKUPH dengan tingkat 

kesesuai lokasi sebesar 100% dan kesesuaian luas areal sebesar 87% dan luas areal RKT 

Murni yang telah direalisasikan tidak melebihi luas areal yang direncanakan dalam dokumen 

RKUPH 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah menerbitkan SOP Perapihan No. SPO/01/BINHUT-PR/2010 

untuk  sistim silvikultur TPTI, SOP tersebut belum seluruhnya sesuai dengan Lampiran X 

PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Silvikultur TPTI huruf E.4.b.3) bahwa 

Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi 

pengayaan dan huruf E.5.b.2) serta Peta Rencana Pengayaan dibuat berdasarkan hasil 

perapihan. Pada periode penilaian perusahaan belum dapat menunjukan dokumen 

pemeliharaan dan dokumen hasil identifikasi lokasi pengayaan dan peta rencana pengayaan 

pada petak-petak yang telah dilaksanakan pemanenan, namun meskipun demikian dari hasil 

observasi lapangan tanda plang RKT, penandaan blok dan petak masih terlihat dilapangan dan 

tanda rintis batas blok dan petak sebagian masih terlihat jelas dilapangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

7. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB untuk periode 

2011 – 2020 dan data potensi hasil IHMB untuk periode 2021 – 2030 serta data potensi hasil 

ITSP untuk RKTPH tahun 20201 RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023, data hasil ITSP 

tersebut telah dilengkapai peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang telah mengambarkan nomor, 

kode jenis pohon dan status pohon, letak pohon dalam petak tebangan dan informasi keadaan 

lapangan serta telah menyampaikan dokumen Laporan ITSP RKTPH tahun 2023, namun Tally 

Sheet yang dilaporkan hanya pohon yang ditebang sedangkan pohon inti, pohon lindung dan 

pohon induk belum tercantum dan Rekapitulasi LHC hanya rekapitulasi pohon tebang sehingga 

laporan ITSP belum seluruhnya sesuai dengan Format Laporan Kegiatan ITSP sesuai Lampiran 

IX Pedoman ITSP PermenLHKNomor 8 Tahun 2021.     
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2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki Prosedur Kerja Petak Ukut Permanen dan Instruk 

Kerja yag tercantum dalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Nomor Dokumen 

KDP-04 Revisi 3 tanggal 19-07-2022 dan terdapat data hasil analisis PUP Seri I di blok RKT 

2016 telah dilakukan 5 (lima) kali pengukuran, PUP Seri II di blok RKT 2011 telah dilakukan 5 

(lima) kali pengukuran, PUP Seri III di blok RKT 2017 telah dilakukan 4 (empat) kali, namun 

hasil analisis riap diameter belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen, 

penentuan JTT berdasarkan hasil ITSP dengan intensitas 100%. Perusahaan telah 

menunjukan Bukti pengiriman laporan ke Puslitbang Bogor dengan bukti pengiriman 

menggunakan J&T Express.dengan bukti surat pengiriman No 05/SP/KDP-BC/I/2023 tanggal 1 

Jnauari 2023. Laporan ditembuskan Ke Dirjen PHL, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan tengah, Kepala BPHL Wilayah X di Palangkaraya 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

8. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI 

tersedia dengan lengkap, namun SOP Produksi dan SOP Pembinaan Hutan belum tersusun 

baik sebagaimana SOP Perencanaan Hutan Nomor Dokumen KDP-01 Revisi 3 tanggal 19-

07-2022 yang telah disesuaikan dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan  

implementasi SOP TPTI selama periode 6 (enam) tahun terakhir sesuai dengan Laporan 

Kegiatan TPTI dan Non TPTI dan observasi lapangan belum terealisasi seluruhnya (< 90%) dari 

target yang telah direncanakan 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai setiap tahun membuat 2 (dua) plot pengamatan tegakan tinggal 

masing-masing seluas 2 Ha, dengan hasil pengamatan menunjukan data pohon inti dan pohon 

yang disisakan tidak ditebang dengan kecukupan pohon Inti diatas 25 pohon per hektar, 

sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, namun 

dengan realisasi produksi selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 65,7%, Intensitas Plot 

pengamatan yang dibuat masih kurang seperti pada blok RKT 2022 telah dilakukan 

penebangan seluas 879 Ha dengan plot yang diamati seluas 4 Ha atau intensitas sampling 

0,5% dengan hasil pengamatan Pohon Inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang sebanyak 

69 pohon per hektar. Hasil pengamatan belum cukup mewakili, sekuran-kurangnya perusahaan 

membuat plot pengamatan seluas 44 Ha atau 22 plot pengamatan. 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai setiap tahun membuat 2 (dua) plot pengamatan kecukupan 

potensi permudaan masing-masing seluas 2 Ha, dengan hasil pengamatan menunjukan data 

pohon tiang >100 pohon dan pohon tingkat pancang > 400 pohontebang, sehingga mampu 

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3, namun dengan realisasi 

produksi selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 65,7%, Intensitas Plot pengamatan yang 

dibuat masih kurang seperti pada blok RKT 2022 telah dilakukan penebangan seluas 879 Ha 

dengan plot yang diamati seluas 4 Ha atau intensitas sampling 0,5% dengan hasil pengamatan 

pohon tingkat tiang sebanyak 149 pohon per hektar dan pohon tingkat pancang sebesar 377 

pohon per hektar. Hasil pengamatan belum cukup mewakili, sekuran-kurangnya perusahaan 

membuat plot pengamatan seluas 44 Ha atau 22 plot pengamatan 

4. Verifier 2.3.4 : Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah melaksanakan kegiatan Perencanaan Tapak SILIN berupa 

Penapisan Tapak SILIN, Ground Survey dan membuat Peta Rencana Lokasi Penanaman di blok 

RKT 2021 petak 15 M, 16 M, 16 N, 17 N, 16 O dan 17 O dan telah menyiapkan bibit dengan 

membuat Persemaian di Camp Balai Balo Koordinat 0˚15’25’’ S dan 114˚09’59’’ E dan telah 

sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen RKUPH Periode 2021-2030. 

5. Verifier 2.3.5 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah merealisasikan tahapan Perencanaan Tapak SILIN, 

Pengadaan Bibit dan Penyiapan Lahan, sehingga seluruh tahapan yang direncanakan dalam 

dokumen RKUPH telah terealisasi.   

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

9. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH Karya Delta Permai telah memiliki SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah 

Lingkungan Nomor: SPO/02/Prod-RIL/2021, Revisi 3 tanggal 30 September 2021 dan isinya 

telah mencakup Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan Pemanenan dan Paska Pemanenan, 

sesuain dengan Lampiran XIV PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan 

Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging pada Pemegang PBPH. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah menerapakan teknologi ramah lingkungan kegiatan 

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan 

pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan 

dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu ITSP (ET-2) belum diterapkan, kegiatan 

penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, 

penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta 
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belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengechekan secara rutin 

kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah menerbitkan SOP Kerusakan Tegakan Tinggal Nomor: 

SOP/54/Keling-ATT/2015 Revisi 1 tanggal 20 Desember 2015, dengan pengamatan seluas 2 Ha 

dengan hasil pengamatan selama 6 (enam) tahun terakhir diperoleh kerusakan tegakan tinggal 

rata-rata sebesar 18,3% dan sampel pengamatan tidak dilakukan pada seluruh petak yang telah 

ditebang.      

4. Verifier 2.4.4 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah menerbitkan SOP Faktor Eksploitasi (FE) Nomor: 

SOP/54/Prod-FE/2018 Tanggal 20 Desember 2017, dengan hasil pengamatan selama 6 (enam) 

tahun terakhir diperoleh rata-rata FE sebesar 0,8 termasuk kategori Baik, namun sampel 

pengamatan setiap tahunnya hanya dilakukan pada 1 (satu) petak dengan sampel 20 pohon 

dan hasil observasi lapangan pada Blok RKT 2022 masih terdapat kayu rebah yang tidak  

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

10. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana 

kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self 

approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

 : PBPH PT Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakhir  telah memiliki dokumen RKTPH 

yang diterbitkan secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta Permai dan terdapat 

penambahan target Carry Over di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2023 sehingga belum 

sepenuhnya RKTPH yang diterbitkan disusun berdasarkan dokumen jangka panjang (RKUPH) 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

 : PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat peta kerja RKTPH Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022 dan 2023 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan 

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat target Carry Over sehingga 

penataan blok/petak antara RKUPH dan RKTPH menjadi tidak sesuai.  

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 
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Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Indah Permai selama 6 (enam) tahun terakhir telah menunjukan implementasi 

peta kerja berupa penandaan batas pada sebagian batas blok 

tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung, namun belum seluruhnya penandaan diimplentasikan seperti penandaan 

pada areal penanaman pengayaan belum dapat ditunjukan.  

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

 : PBPH PT Karya Delta Permai, selama 6 (enam) tahun terakhir sesuai dengan Laporan Hasil 

Produksi telah merealisasikan volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 65,7% 

dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang telah disahkan pada setiap tahunnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

11. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakhir telah menyampaikan dokumen 

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 s/d 2021 yang diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Drs Fahmi Rixani hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut: 

1. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir 

Wajar Dengan Pengecualian. 

2. Rentabilitas Positif antara 2,48 - 5,57 

3. Likuiditas antara 137% - 635%. 

4. Solvabilitas antara 125% - 172%. 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai  selama 6 (enam) tahun terakhir telah merealisasikan alokasi 

dana rat-rata sebesar 77,16% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan 

Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs Fahmi Rixani 

3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 
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Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakhir, realisasi alokasi dana proporsional 

rata-rata mencapai 64,01% sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak 

proporsional karena perbedaannya lebih dari 50%. 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakhir, realisasi alokasi dana kelola 

hutan untuk kegiatan teknis kehutanan sebesar 77,16% atau berjalan lancar namun kegiatan 

PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu kegiatan tahapan TPTI.  

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakhir, realisasi modal untuk kegiatan 

pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan terealisasi rata-rata sebesar 97,67% 

atau realisasi ≥ 80% 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai selama 6 (enam) tahun terakir rata-rata telah merealisasikan 

kegiatan fisik Penanaman mencapai sebesar 93% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan 

(luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan, namun dari rencana target 

penanaman yang direncanakan belum seluruhnya berdasarkan kondisi lapangan, dimana dalam 

menentukan rencana target penanaman belum memperhitungkan parameter jumlah pohon 

yang ditebang, Luas TPn yang tidak digunakan lagi, panjang jalan sarad yang bisa ditanami, 

panjang jalan utama, panjang jalan cabang dan hasil observasi lapangan rata-rata pertumbuhan 

tanaman kurang baik.  

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Jenis dan luas kawasan lindung yang terimplementasi di lapangan sesuai dengan dokumen 

perencanaan RKUPHHK tahun 2020 Periode 2021-2030 yaitu seluas 12.274 ha, antara lain : 

KPPN (371 ha), BZHL (6.975 ha), sempadan sungai (1.548 ha), KPSL (363 ha) dan Hutan 

Prenget (3.017 ha).  
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Kondisi biofisik kawasan lindung untuk beberapa sempadan sungai (seperti Sungai Danum 

Tolung, Sungai Gembira, Sungai Batu Boa, Sungai Lumi) tidak sesuai, karena banyaknya 

kegiatan penambangan emas liar oleh masyarakat. Kondisi Sempadan Sungai Danum Tolung 

yang mengalami kegiatan penambangan emas liar oleh masyarakat dan banyak terdapat 

pemukiman-pemukiman di pinggir jalan utama yang melewati sempadan sungai, saat ini 

kondisi pemukiman banyak yang telah kosong dan tidak ada lagi aktivitas menambang di 

pinggir-pinggir Sungai Danum Tolung. Kondisi air Sungai Danum Tolung berwarna coklat 

keruh. Masyarakat telah pindah untuk kegiatan menambang emas secara liar di Sungai 

Gembira dan Sungai Lumi yang sudah ditinggalkan. Di Sungai Gembira, kondisi air sungai 

menjadi kering dan aliran air tidak mengalir layaknya secara ekosistem sungai. Di sungai Lumi, 

kondisi air sungai keruh, karena kegiatan penambang emas di bagian darat dalam Blok RKT 

2021, aliran pembuangan air dari mesin genset mengalir ke Sungai Lumi. Aktivitas 

menambang di sungai lainnya yang masih aktif juga di Sungai Batu Boa. Kegiatan 

penambangan emas liar ini sudah merambah kea rah darat (dalam areal Blok RKT). 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai merencanakan total penandaan batas kawasan lindung sepanjang 

418.169,32 m, dan telah terealisasi hingga Februari 2023 sepanjang 218.117,5 m (52,16 %).  

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil overlay kawasan lindung ke Peta penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (sumber: 

Pansharpen Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 118 Row 60 Liputan tanggal 26 November 

2022) untuk melihat penutupan lahan dari masing-masing kawasan lindung menunjukkan 

bahwa areal kawasan lindung di areal PT Karya Delta Permai yang penutupan lahannya masih 

berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 11.748,94 ha 

atau 94,23 % dari total luas kawasan dilindungi 12.274 ha. 

5. Verifier 3.1.4 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki 6 (enam) desa binaan yaitu Desa Joloi I, Desa Takajung, Desa 

Oso Tompok, Desa Manitiat Pari, Desa Tumbang Ulu dan Desa Olung Balo. PT Karya Delta 

Permai telah melakukan sosialisasi kawasan lindung secara rutin tiap tahunnya namun belum 

ke seluruh desa binannya. 

Kondisi kawasan lindung sempadan sungai yang menjadi rentan karena aktivitas masyarakat 

dalam melakukan kegiatan penambangan emas secara liar, mengindikasikan belum semua 

pihak (khususnya masyarakat) yang mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Karya 

Delta Permai. 

6. Verifier 3.1.5 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan kawasan lindung merujuk pada dokumen perencanaan RKUPHHK yang 

didalamnya telah direncanakan penataan ruang (landscaping) kawasan lindung. PT Karya Delta 

telah melakukan pengelolaan kawasan lindung tiap tahunnya seperti penandaan/penambahan 
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tanda batas, pemeliharaan tanda batas, pemasangan plang nama, identifikasi flora dan fauna. 

Kegiatan pengelolaan ini belum dilakukan pada seluruh jenis Kawasan lindung tiap tahunnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

2. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Karya Delta Permai, sesuai dokumen RKUPHHK 

Tahun 2020 Periode 2021-2030 dan kondisi di lapangan, antara lain : kebakaran hutan, 

perambahan hutan, illegal logging, perburuan, hama penyakit tanaman dan penambangan 

emas liar. 

Prosedur yang belum tersedia antara lain prosedur penghitungan FRD/Indeks Rawan 

Kebakaran dan prosedur pengendalian penambangan emas liar. 

Untuk prosedur pengendalian illegal logging (Pengendalian Pencurian Hasil Hutan), belum 

mencantumkan acuan/referensi. 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap seperti belum adanya plang nama untuk 

seluruh jenis kawasan lindung (khususnya sempadan sungai), plang larangan perambahan, 

plang larangan menambang emas liar dan plang jenis-jenis flora dilindungi. 

Sarana prasarana terkait peralatan pengendalian kebakaran masih minim dan belum sesuai 

dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM pengamanan dan perlindungan hutan terdiri dari satpam/security, regu pemadam 

kebakaran dan TNI/Kepolisian. Struktur organisasi Damkarhut tersedia, namun jumlah regu inti 

(2 regu) jumlahnya belum sesuai ketentuan karena beberapa personil sudah tidak terdaftar 

dalam daftar tenaga kerja PT Karya Delta Permai periode Februari 2023. Seluruh regu inti juga 

belum mengikuti Teknik diklat Dalkarhutla. PT Karya Delta Permai juga belum membentuk 

Msyarakat Peduli Api (MPA) ke seluruh desa binannya. 

Jumlah satpam/security belum sesuai SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93 yang mewajibkan PT 

Karya Delta Permai memiliki minimal 14 orang satpam/security, Dalam daftar tenaga kerja PT 

Karya Delta Permai periode Februari 2023, hanya ada 3 (tiga) orang personil satpam/security 

dan belum seluruhnya mengikuti diklat Pamhut. 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif terkait potensi gangguan hutan yang ada 

(sosialisasi kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging, perburuan, penambangan 

emas liar) belum dilakukan secara menyeluruh dan rutin tiap tahunnya ke desa binaan. 

Secara preventif dari segi SDM baik itu regu pemadam kebakaran, satpam/security, jumlah dan 

kualifikasinya belum sesuai ketentuan. Beberapa plang penamaan untuk kawasan lindung 

(sempadan sungai) belum ada, juga plang jenis-jenis flora dilindungi. Untuk plang larangan 

berburu jumlahnya masih minim dan belum terpasang pada lokasi-lokasi strategis yang banyak 

kegiatan illegal oleh masyarakat.  Plang himbauan larangan perambahan dan penambangan 

emas liar juga belum tersedia. Kegiatan monitoring/penghitungan FDR (Fire Danger 

Rating)/Indeks Rawan Kebakaran belum dilakukan. Belum melkukan monitoring hotspot. 

Kondisi menara pemantau api juga ada yang tidak memadai. Kegiatan monitoring hama 

penyakit tanaman di persemaian juga belum dilakukan. 

Secara represif, PT Karya Delta Permai telah melakukan identifikasi dan peta sebaran terkait 

kegiatan penambangan emas liar dan perambahan (perladangan/kebun) oleh masyarakat dan 

telah melaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan tengah melalui pelaporan 

Identifikasi dan Pemetaan Serta Resolusi Konflik tahun 2022. Untuk kegiatan perburuan satwa 

dilindungi oleh masyarakat maupun pemeliharaan burung-burung dalam sangkar oleh 

karyawan di area basecamp, belum dilakukan kegiatan represif. 

PT Karya Delta Permai telah membuat laporan bulanan pengendalian kebakaran secara rutin 

tiap bulannya (Laporan tahun 2020 - 2022) dan telah melaporkan ke instansi melalui link 

sipongi.menlhk.go.id secara online. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

3. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen addendum RKL-RPL tahun 2017, kegiatan untuk pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, adalah : curah hujan, neraca limbah B3, erosi 

tanah, sedimentasi sungai, kualitas tanah, kualitas air sungai, biota air. 

Prosedur pengukuran iklim mikro belum mencantumkan referensi. Dalam Prosedur Kerja 

Pengelolaan Sampah, menggambarkan kegiatan pengelolaan limbah B3, namun isi pengelolaan 

belum mengacu pada peraturan terbaru terkait yaitu PP No. 22 Tahun 2021. Prosedur 

pemeliharaan tanaman, belum menjelaskan periode kegiatan pemeliharaan tanaman hasil 

penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan. Referensi yang digunakan dalam 

prosedur pemantauan erosi tidak tepat.  

Untuk prosedur pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas tanah, pemantauan biota air 

belum tersedia. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara Teknik sipil, untuk TPS limbah B3 

belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti tempat/wadah penyimpanan jenis-jenis 

limbah B3, pemberian label penamaan, logbook LB3 untuk pencatatan keluar masuk LB3, 

alarm, shower/eye wash, penutup pada oil trap/sedimen pond dan MoU dengan pihak ke-3 

untuk pengangkutan LB3. Untuk workshop bengkel, belum tersedia wadah kain majun/serbuk 
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kayu sebagai alat untuk membersihkan tumpahan oli/BBM di lantai workshop bengkel. Lantai 

workshop bengkel sudah kedap air (di cor semen), namun kondisinya sudah tertutup dengan 

tanah. Untuk alat pengukur erosi (bak erosi), kondisi drum penampung aliran air dari bak erosi 

kurang tepat karena masih terjadi potensi masuknya aliran air permukaan tanah di sekitar 

lubang drum, bukan dari bak erosi. Posisi penutup drum terlalu tinggi sehingga jika terjadi 

hujan, potensi air hujan dapat masuk ke dalam drum penampung. Pada rumah mesin genset 

belum ada oil trap/sedimen pond. Sedimen trap belum ada pada lokasi-lokasi di pinggir jalan 

utama dengan lemiringan yang berdekatan dengan lokasi sungai. Gudang BBM lantainya belum 

kedap air (di cor semen), belum ada oil trap/sedimen pond dan penempatan drum-drum BBM 

belum diatas palet. Tempat pencampuran pestisida belum tersedia.  

Secara Teknik vegetatif, tersedia persemaian namun lantai persemaian belum kedap air/di cor 

semen dan belum ada kolam IPAL. PT Karya Delta Permai juga telah melakukan penanaman di 

eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan. 

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya 

GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang dan masih aktif masa berlakunya dan keduanya 

telah mengikuti uji kompetensi. Selain itu, personil lain untuk kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan dampak tanah dan air sesuai yang tertera dalam Daftar Tenaga Kerja PT Karya 

Delta Permai periode Februari 2023 adalah 7 (tujuh) orang (selain GANISPHPL-BINHUT). 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif, 

tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Adendum RKL-RPL tahun 2017. 

Kegiatan untuk pengelolaan limbah B3 masih belum tepat terkait wadah penampung untuk 

penyimpanan jenis-jenis limbah B3 yang belum tersedia di TPS LB3. Untuk limbah domestik, 

penempatan sampah organik dan anorganik masih bercampur menjadi satu baik pada drum-

drum tempat sampah dan pada TPAS. Pemisahan jenis sampah ini, dapat menjadi tujuan agar 

sampah anorganik dapat dikeluarkan dari areal PT Karya Delta Permai untuk dibuang ke TPAS 

Pemda terdekat. Sedimen trap belum tersedia sebagai langkah menghindari adanya 

sedimentasi sungai. 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif, 

tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Adendum RKL-RPL tahun 2017.  

PT Karya Delta Permai telah melakukan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah 

Kabupaten Murung Raya, perihal laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester (6 bulan 

sekali). Kekurangan isi laporan pelaksanaan RKL-RPL, antara lain : 

▪ Dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL, belum tercantum data hasil pengukuran dan 

analisisnya seperti data iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban 

udara), erosi tanah, debit air sungai, kualitas air sungai, dll.   

▪ Evaluasi kecenderungan belum menjelaskan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu 

(time series data). 

▪ Evaluasi tingkat kritis belum tergambarkan secara jelas sehingga belum diketahui potensi 

resiko yang terjadi untuk komponen lingkungan apakah masih di bawah baku mutu atau 

melebihi baku mutu hasil data time series. 
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Secara Teknik sipil, kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah sedimentasi sungai, 

parameter uji kualitas air yang masih kurang secara kimia dan mikrobiologi, uji kualitas tanah, 

neraca limbah B3 yang kemudian dilaporkan ke instansi terkait. 

Secara Teknik vegetatif, kegiatan pemantauan/pemeliharaan tanaman hasil penanaman di eks 

jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan tanah kosong belum mengacu tata waktu karena 

dalam SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi. SPO/05/BINHUT-PTP/2010, Revisi 

ke : 2 tidak dijelaskan periode kegiatan pemeliharaan. 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

  Hasil pengukuran erosi selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2017 – 2022), menunjukkan 

bahwa besaran erosi pada eks jalan sarad berada di kisaran berat – sangat berat sesuai PP 

Nomor 150 Tahun 2000, antara lain : Blok RKT 2016 (16,1 ton/ha/th : sangat berat), Blok RKT 

2017 (8,67 ton/ha/th : berat dan 8,82 ton/ha/th : berat), Blok RKT 2018 (7,56 ton/ha/th : berat), 

Blok RKT 2021 (7,55 ton/ha/th : berat – tanpa naungan), 0,27 ton/ha/th : sangat ringan – 

dengan naungan, 10,68 ton/ha/th : sangat berat – tanpa naungan, 9,45 ton/ha/th : sangat berat 

– dengan naungan). 

Untuk kualitasa air sungai pada tahun 2020 untuk parameter BOD dan COD berada di atas baku 

mutu sesuai PP RI No. 82 tahun 2001 (Kelas II) yaitu di Sungai Briwit (inlet : BOD = 22,30 

mg/L, COD = 56,86 mg/L ; outlet : BOD = 18,41 mg/L, COD = 46,95 mg/L). 

Untuk kualitas air sungai tahun 2021 pada Sungai Terusan (inlet dan outlet) dan tahun 2022 

pada Sungai Lumi (inlet dan outlet), nilai masih di bawah bak mutu sesuai PP RI No. 22 tahun 

2021.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

4. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna telah tersedia. Prosedur identifikasi flora mencakup secara 

teknis kegiatan dalam proses identifikasi untuk tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Dari 

data tersebut kemudian didapat untuk data Kerapatan Relatif (KR), Frekwensi Relatif (FR), 

Dominansi Relatif (DR), Indeks Nilai Penting (INP) yang kemudian didapat indeks 

keanekaragaman (H’). Untuk prosedur identifikasi fauna mencakup secara teknis kegiatan 

dalam proses identifikasi untuk kelas mamalia, aves (burung), reptilia, nekton (ikan). 

Identifikasi fauna untuk kelas mamalia dengan menggunakan metode jalur dan concentration 

count. Untuk kelas aves dengan menggunakan metode IPA (Index Point of Abudance), dan 

untuk kelas reptilia dengan menggunakan metode reconnaissance (pengamatan visual dan 

wawancara) dan pengamatan dalam petak contoh. 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan. Kegiatan identifikasi belum sesuai SOP 

yang tersedia karena tidak menggambarkan indeks keanekaragaman jenis (H’). Kegiatan 

identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara rutin pada areal efektif produksi (Blok RKT) 

dan belum pada seluruh jenis kawasan lindung yang ada. Penentuan status perlindungan flora 

dan fauna belum mengacu pada referensi terbaru terkait yaitu PermenLHK P.106/2018. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

5. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia. Prosedur pengelolaan flora masih bersifat 

umum dan berada di kegiatan level bidang konservasi serta untuk kegiatan inventarisasi. 

Kegiatan belum secara spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi 

flora.  

Acuan yang menjadi standar dalam penyusunan SOP ini belum menggunakan peraturan 

terbaru terkait yaitu PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 

Desember 2018. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam 

Adendum RKL-RPL tahun 2017 seperti : penandaan batas kawasan lindung KPPN yang belum 

100%, belum melakukan penanaman jenis tumbuhan dilindungi, belum melakukan penandaan 

pada jenis-jenis pohon dilindungi, belum tersedia peta sebaran pohon yang telah dioverlay 

dengan peta jalan sarad dan topografi, belum membentuk koperasi petani pengumpul HHBK, 

belum melakukan bimbingan cara pemanenan HHBK dengan koakan, belum melakukan 

penyuluhan/sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi ke karyawan dan masyarakat. 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan terhadap flora dilindungi masih ada, terkait adanya gangguan dari 

masyarakat berupa kegiatan penambangan emas liar di kawasan lindung sempadan sungai dan 

areal darat di Blok RKT, perambahan (ladang/kebun) di pinggir-pinggir main road serta 

kegiatan illegal logging untuk pembuatan rumah-rumah penambang emas liar maupun 

peladang.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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6. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia dan telah mengalami revisi terbitan tahun 2022. 

Namun dalam prosedur belum mencantumkan referensi peraturan terbaru terkait untuk status 

perlindungannya yaitu PermenLHK No. P.106 tahun 2018. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam 

Adendum RKL-RPL tahun 2017 seperti : Kegiatan penandaan batas KPSL belum tergambarkan 

dalam skema trayek (jarak dan azimuth pengukuran), belum melakukan 

penanaman/pengkayaan jenis pohon pakan satwa di areal kawasan lindung, belum melakukan 

penyuluhan/sosialisasi jenis-jenis fauna dilindungi ke karyawan dan masyarakat, belum 

memberi sanksi hukum terhadap pelaku perburuan satwa dilindungi, belum memasang poster 

jenis-jenis fauna dilindungi di desa, masih minimnya plang/banner jenis-jenis fauna dilindungi 

dalam areal kerja PT Karya Delta Permai, belum dilakukan pemasangan plang himbauan 

larangan berburu dan plang jenis-jenis fauna dilindungi di pusat desa/tempat berkumpul 

masyarakat, belum mengikutsertakan GANIS perusahan dalam pelatihan terkait konservasi 

satwa liar di areal hutan produksi. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat adanya kegiatan perburuan 

oleh masyarakat serta pemeliharaan satwa burung di area basecamp oleh karyawan hasil 

pembelian dari masyarakat. Jenis satwa yang diburu masyarakat diantaranya yang termasuk 

dilindungi sesuai PermenLHK P.106/2018 adalah kelas aves/burung (Rangkong, Cica Daun 

Besar/Cucak Ijo) dan kelas mamalia (Kijang, Kancil, Trenggiling, Rusa). 

Upaya yang dilakukan PT Karya Delta Permai dalam meminimalisir kegiatan perburuan, antara 

lain : patroli areal kerja 4x sebulan, penempatan pos security, pemasangan plang/banner jenis-

jenis fauna dilindungi, pemasangan plang larangan berburu. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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D. KRITERIA SOSIAL 

 

12. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum 

Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

  

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai belum memberikan informasi yang cukup terkait pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau 

masyarakat setempat dalam waktu 6 tahun terakhir seperti belum memiliki lengkap 

dokumen/laporan terkait dengan studi sosial/pemetaan sosial masyarakat terupdate yang 

berada di sekitar arealnya, belum tersedia laporan inventarisasi dan monitoring HHBK setiap 

tahunnya dan data perladangan yang dimiliki belum seluruhnya teriidentifikasi dan belum 

memliki lengkap data monografi desa. 

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas Kawasan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada dokumen SOP 

Tata Batas Partisipatof Kawasan Komunitas Setempat (SOP/02/KESOS-TBP/2016) revisi ke-3 

dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik (SOP/03/KESOS-MPK/2016) revisi ke-3 tanggal 19 

Juli 2022. SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik telah sesuai dengan P.8 tahun 2021 lampiran 

V.  

 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam 

beberapa SOP antara lain SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum 

Adat (SOP/03/Kesos-MPPDM/2016) revisi ke-3, SOP PMDH (SOP/05/KESOS-PMDH/2016) 

revisi ke-3, SOP Mekanisme Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP/06/KESOS-AMTH/2016) 

Revisi ke-3. Prosedur yang dimiliki PT Karya Delta Permai secara umum telah mencakup akses 

masyarakat ke dalam hutan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mencari Hasil 

Hutan Bukan kayu dan mekanisme pemberian bantuan tertuang dalam SOP Distribusi Insentif 

Kepada Para Pihak yang merupakan salah satu hak-hak dasar masyarakat.  

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki bukti-bukti sebagian tentang luas dan batas kawasan 

pemegang izin dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, seperti Peta 

Sebaran Desa dimana dijelaskan terdapat 3 desa yang berada didalam konsesi yaitu Desa 

Kolam, Desa Saruhung, Desa Osom Tompok serta terdapat pemukiman RT 03 Desa Olung 

Balo dimana terdapat bangunan fasilitas umum berupa Pustu dan SD Negeri. Tata Batas 

Partisipatif baru dilakukan dengan Desa Olung Balo Km 66, untuk desa lainnya belum dilakukan 

penataan batas partisipatif. Pada tahun 2022 terjadi penambahan perladangan menjadi 33 titik 

dengan penambahan luas ±180,12 Ha (Hasil digitasi) sehingga total luasan perladangan 

menjadi ± 510,12 Ha, namun untuk tahun 2022 belum dilakukan identifikasi kepemilikan 

ladang. 

Selain itu kondisi tata batas perusahaan tercatat baru terealisasi sepanjang ± 80,2 Km 

(31,2%) dari target penataan batas sepanjang 257 Km dan target areal yang belum di tata 

batas sepanjang 176,8 Km atau 68,8%.  

 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan 

dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 

dengan telah terbitnya RKUPH & RKTPH PT Karya Delta Permai, serta terdapat dukungan dan 

persetujuan dari masyarakat seperti  

- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan. 

- Berita Acara Dukungan dan Pengakuan Keberadaan PT Karya Delta Permai dalam Rencana 

Blok RKT 2022, Jalan Angkutan, Base Camp Karyawan dan SILIN serta Lokasi 

Logpond/Logyard dari Desa Takajung Kec. Seribu Riam, dibuat tanggal 23 November 2021 

bertempat di Camp Manahat PT Karya Delta Permai 

Pada areal PT Karya Delta Permai masih terdapat potensi konflik terkait perladangan di areal PT 

Karya Delta Permai. Selain itu tata batas perusahaan belum temu gelang dan belum dilakukan 

tata batas partisipatif untuk seluruh desa.  

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

13. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki lengkap dokumen terkait tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku adalah sebagai 

berikut Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Periode 2021-2030, Dokumen 

RKT 2017-2022, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 2017-2023, Laporan Bulanan 

PMDH PT Karya Delta Permai, Kesepakatan dengan masyarakat (sewa tanah, perakitan dan 

lainnya). 
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2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial 

terhadap masyarakat yang tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa (PMDH) 

(SOP/05/KESOS-PMDH/2016) revisi ke-3, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 

(SOP/06/KESOS-AMTH/2016) revisi ke-3, SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa 

Menyewa ( SOP/09/KESOS-MPGR/2016) revisi ke-3, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian 

dengan Masyarakat Hukum Adat (SOP/03/KESOS-MPPDM/2016) revisi ke-3, SOP Mekanisme  

Pembangunan  Sarana  dan Prasarana Masyarakat (SOP/10/KESOS-MPPSP/2016) revisi ke-3, 

kesepakatan dengan masayarakat. Prosedur yang dimiliki PT Karya Delta Permai secara umum 

telah mencakup akses masyarakat ke dalam hutan serta memberikan kesempatan masyarakat 

untuk mencari Hasil Hutan Bukan kayu dan juga memiliki prosedur Upacara Adat Ketuk Pintu, 

distribusi insentif dan lainnya.  

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai belum melaksanakan kegiatan sosialisasi ke seluruh desa binaan. Pada 

tahun 2018 dan 2019 baru dilakukan sosialisasi ke sebagian desa. Sosialisasi yang 

disampaikan berupa blok RKT, visi misi, kawasan lindung dan PMDH.  

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki bukti dokumen terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH dimana pada tahun 2017 mencapai 103,40%, 

tahun 2018 mencapai 107,84%, tahun 2019 mencapai 72,75%, tahun 2020 mencapai 79,29%, 

tahun 2021  mencapai 83,28%, tahun 2022 mencapai 100,37%, dengan rata- rata implementasi 

109,39% . Untuk tahun 2023 PT Karya Delta Permai telah memiliki rencana PMDH namun 

belum diimplementasikan dikarenakan RKTPH tahun 2023 terbit tanggal 28 Januari 2023. 

Kegiatan bantuan yang telah  dilakukan diantaranya bantuan bantuan honor guru, beasiswa, 

bantuan jalan dan lainnya.  

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki sebagian laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Pendek 

(RKT/RKTPH) tahun 2017-2023 

• Realisasi kelola Sosial tahun 2017 dan tahun 2022 dengan berita acara yang 

terdokumentasi dengan baik 

• Laporan Bulanan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Karya Delta Permai RKT Tahun 2017-

2023. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bagian Pembinaan Hutan terdapat bukti 

penyampaian laporan kegiatan kelola sosial  tahun 2022 melalui aplikasi SI CAKAP. 
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• Tersedia bukti realisasi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh yang terkena dampak 

pelebaran jalan simpang Buso Eks Blok RKT 2014 sebanyak 5 pemilik tanam tumbuh 

tahun 2018, Kuitansi pembayaran sewa lahan pada tahun 2019 yang berlokasi di log pond 

Muara Joloi.  

• Tersedia dokumen BAP kegiatan Inventarisasi HHBK yang baru dilakukan tahun 2022 

namun tahun sebelumnya belum dilakukan 

• Tersedia data monografi desa namun belum lengkap untuk 6 desa binaan 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: BAIK dengan nilai mencapai  86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

14. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruhi oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dituangkan dalam beberapa 

dokumen seperti dokumen data karyawan lokal, kontraktor lokal, data penerima bantuan, 

namun data monografi desa yang dimiliki tidak lengkap, data perladangan belum diidentifikasi 

seluruhnya dan data monitoring HHBK belum tersedia setiap tahunnya.  

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan lengkap tertuang pada SOP Peningkatan Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan (SOP/06/KESOS-AMTH/2016) revisi ke-3, SOP Distribusi Insentif 

Kepada Para Pihak (SOP/08/KESOS-MDIKPP/2016) revisi ke-3, SOP Mekanisme Pembayaran 

Ganti Rugi dan Sewa Menyewa ( SOP/09/KESOS-MPGR/2016)  revisi ke-3, SOP Mekanisme 

Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat (SOP/03/KESOS-MPPDM/2016) revisi 

ke-3, SOP PerekrutanTenaga Kerja (SOP/02/Adm.Pers/PTK/22 revisi 0 tanggal 30 Juni 2022 

dan perjanjian dengan masyarakat.  

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki rencana jangka panjang terkait kegiatan kelola sosial 

yang tertuang pada dokumen RKU Periode Tahun 2021-2030, Program jangka panjang 

tersebut telah dituangkan dalam matriks kegiatan tahunan dengan anggaran dan sasaran yang 

jelas. Penjabaran rencana tahunan dituangkan pada dokumen RKT tahun 2017-2023 dan 

Rencana Operasional kegiatan Kelola Sosial Tahun 2017-2022. Jenis kegiatan yang tertuang 

pada dokumen jangka panjang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.  Rencana kegiatan 

dan anggaran yang tertuang telah sesuai pada dua dokumen tahunan tersebut (RKT dan RO 

Kelola Sosial), sasaran meliputi seluruh desa binaan. 
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4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Karya Delta 

Permai terhadap masyarakat sekitar dengan parameter tenaga kerja lokal, kontraktor lokal dan 

kegiatan peningkatan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 58,47%, tahun 2019 sebesar 58,41%, 

tahun 2020 sebesar 40,54%, tahun 2021 sebesar 53,62%, tahun 2022 sebesar 51,11% dengan 

rata-rata 53,38%  Sehingga peningkatan ekonomi yang dilakukan perusahaan telah mencapai 

53,38% (>50%). 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat  dan Pemerintah/Negara dan dan telah 

terdokumentasi dengan baik seperti pengupahan karyawan yang tepat waktu, pemberian fee 

kompensasi kepada masyarakat serta pembayaran PSDH, DR, PBB, PPh Pasal 21, BPJS 

ketenagakerjaan dan kewajiban lainnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: BAIK dengan nilai mencapai 92,59 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

15. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai mekanisme terkait resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Mekanisme 

Penyelesaian Konflik (SOP/03/KESOS-MPK/2016) revisi ke- 3. Selain itu tersedia instruksi kerja 

identifikasi dan pemetaan potensi konflik serta instruksi kerja resolusi konflik. Selain itu pada 

SOP Mekanisme Peneyelesain Konflik ini sudah mengacu pada peraturan P.8 tahun 2021 

lampiran V dimana dijelaskan perhitungan tingkat status konflik. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen pemetaan konflik berupa  

• Peta Sebaran Desa PBPH PT Karya Delta Permai skala 1 : 100.000 

• Peta Kerja Identifikasi Potensi Konflik PBPH Kabupaten Murung Raya dengan skala 

1:100.000 Pada peta ini dijeaskan areal potensi konflik berupa perladangan dan 

penambangan emas illegal.  

• Tersedia data ladang masyarakat periode 2015 hingga 2021 dimana terdapat 138 titik ladang 

dengan luas 330 Ha dan pada tahun 2022 terjadi penambahan ±180,12 Ha dengan 33 titik 

(Hasil digitasi) sehingga total luasan perladangan menjadi ±510,12 Ha  
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• Berdasarkan data patroli pengamanan hutan ditemukan warga melakukan penggesekan di 

blok RKT 2019, jalan koridor simpang blok RKT 2019, blok RKT 2021, jalan koridor RKT 

2018, jalan koridor KM 66 yang dilakukan dari Desa Balo, Desa Mantiat Pari, Desa Sungai 

Lunuk, Desa Osom Tompok, dan Desa Saripoi 

• Tersedia data dan informasi penambangan emas di areal PBPH PT Karya Delta Permai 

dengan sebaran lokasi di Sei Tolung, Sei Lambir, Sei Liang, Sei Gembira luasan areal 

penambangan sebesar 706,48 Ha yang terdiri ±250 orang yang melakukan kegiatan 

penambangan emas illegal. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini data tahun 2021 terdapat 

lokasi dan jumlah kelompok  

PT Karya Delta Permai telah menyusun pemetaan konflik tahun 2022 semester I yang mengacu 

pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 yang juga tertuang dalam P.8 tahun 

2021 Lampiran V tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Potensi pada Pemegang Perizinan 

Berusahan pemanfaatan Hutan dengan tingkat konflik Kritis. Namun tidak tersedia laporan Tahun 

2018 (semester I dan II), Tahun 2019 (semester I dan II), Tahun 2020 (semester I dan II), Tahun 

2021 (semester I dan II) dan Tahun 2022 (semester II).  

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki lembaga yang menangani konflik tertuang dalam SK Dirut PT 

Karya Delta Permai No. 06/SK/DIR/KDP-PLK/II/2021 tanggal 10 November 2021 tentang 

Pembentukan Panitia Resolusi Konflik Pada Lingkup PBPH PT Karya Delta Permai yang disertai 

jobdesk. Pada struktur ini perusahaan telah melibatkan pihak eksternal seperti damang, ka Desa, 

Ka Adat dan lainnya namun untuk sekertaris dan anggota dari seksi inventarisasi lahan tanam 

tumbuh dan lahan adat  yang sudah tidak lagi bekerja di PT Karya Delta Permai di sehingga 

terdapat posisi yang masih kosong.  

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada areal PT Karya Delta Permai terdapat potensi konflik yang terjadi yaitu terdapat 

perladangan sesuai data ladang masayarakat periode 2015 hingga 2021 dimana terdapat 138 

titik ladang dengan luas 330 Ha dan pada tahun 2022 terjadi penambahan ±180,12 Ha (Hasil 

digitasi)  dengan 33 titik sehingga total luasan perladangan menjadi ±510,12 Ha  

Selain itu tersedia data dan informasi penambangan emas di areal PBPH PT Karya Delta Permai 

dengan sebaran lokasi di Sei Tolung, Sei Lambir, Sei Liang, Sei Gembira luasan areal 

penambangan sebesar 706,48 Ha yang terdiri ±250 orang yang melakukan kegiatan 

penambangan emas illegal. 

Berdasarkan data patroli pengamanan hutan ditemukan warga melakukan penggesekan di blok 

RKT 2019, jalan koridor simpang blok RKT 2019, blok RKT 2021, jalan koridor RKT 2018, jalan 

koridor KM 66 yang dilakukan dari Desa Balo, Desa Mantiat Pari, Desa Sungai Lunuk, Desa 

Osom Tompok, dan Desa Saripoi. Belum tersedia dokumen penyelesaian konflik. 

PT Karya Delta Permai telah melakukan sosialisasi pengamanan hutan yang dilakukan pada 

tanggal 10-14 Oktober 2022 dimana perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang 

melakukan pembukaan lahan, penebangan/penggesekan logs dan PETI (Penambangan Tanpa 

Peti).  

PT Karya Delta Permai memiliki dokumen Laporan Idetifikasi dan pemetaan Serta Resolusi 

Konflik Tahun 2022 Semester I sesuai dengan P.8 tahun 2021 Lampiran V  yang telah dilaporkan 

kepada KPHP Murung Raya tanggal 17 Oktober 2022. Pada laporan Semester I tahun 2022 ini 

dijelaskan potensi konflik yang ada masuk ke dalam kategori kritis (48%) namun pada dokumen 

ini belum termasuk potensi konflik illegal logging.  



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 34 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

16. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Peraturan Perusahaan telah memiliki hubungan industrial yang tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan tahun 2021-2023 telah disahakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan transmigrasi Kabupaten Murung raya tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 

(Kep.560/8/Disnatransnaker) selain itu terdapat Surat Pernyataan (028/KDP-BS/Sper-II/2023) 

tanggal 06 Februari 2023 dan diijelaskan bahwa management PT Karya Delta Permai 

memberikan kebebasan dan keluasan kepada seluruh karyawan. Realisasi hubungan industrial 

yang telah dilakukan diantaranya tidak ada keterlambatan pengupahan dan pengupahan diatas 

dengan UMK, tidak ada pekerja dibawah umur,dikutsertakan BPJS kesehatan dan 

ketenagakerjaan dan lainnya.  

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki rencana kegiatan training dan rata-rata yanag telah 

direalisasikan seluruhnya (78,10%) seperti diklat Ganis, Ujikom GanisPH, AK3 umum, bimtek 

SIPUHH dan lainnya 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2021 – 2023  Bab V tentang penetapan, perubahan 

jabatan pasal 20 ketentuan perubahan jabatan seperti usulan dari atasan, prestasi kerja hingga 

SK direksi dan masa percobaan.  

Implementasi yang telah dilakukan adalah jenjang karir jabatan dan kenaikan gaji, namun 

tahapan yang dilakukan belum mengacu pada prosedur yang ada, seperti tidak tersedia usulan 

dan atasan 

Hasil telahaan bahwa implementasi yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur dari 

peraturan perusahaan dan perusahaan belum memiliki khusus SOP yang menjelaskan lebih 

rinci jenjang karir  

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Peraturan Perusahaan telah memiliki hubungan industrial yang tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan tahun 2021-2023 telah disahakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan transmigrasi Kabupaten Murung raya tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 

(Kep.560/8/Disnatransnaker)  selain itu terdapat Surat Pernyataan (028/KDP-BS/Sper-II/2023) 

tanggal 06 Februari 2023 dan diijelaskan bahwa management PT Karya Delta Permai 
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memberikan kebebasan dan keluasan kepada seluruh karyawan. Realisasi hubungan industrial 

yang telah dilakukan diantaranya tidak ada keterlambatan pengupahan dan pengupahan diatas 

dengan UMK, tidak ada pekerja dibawah umur, dikutsertakan BPJS kesehatan dan 

ketenagakerjaan, fasilitas yang dimiliki cukup memadai tersedia mess karyawan, kantor, mesin 

cuci, air yang bersih, masjid, lapangan bulu tangkis dan lainnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

E. STANDAR VLK HUTAN 

17. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terkait dokumen Legal Kepastian Areal pada PBPH PT Karya Delta Permai dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Dokumen SK PBPH/ IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai berdasarkan keputusan 

Menteri Kehutanan RI No. 429/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan   

luas areal ±79.400 Ha.  SK dilengkapi Peta Lampiran skala 1: 100.000 yang terletak 

di Kelompok Hutan Sungai Murung - Sungai Barito, Kabupaten Murung Raya, 

Provinsi Kalimantan Tengah.  SK berlaku sejak tanggal diterbitkan untuk jangka waktu 

45 tahun sampai dengan 18 Oktober 2049.  

Terdapat Addendum SK MenLHK No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 17 

Januari 2019 tentang Perubahan  atas Keputusan  Menteri Kehutanan  No. 

429/Menhut-II/2004.  Berdasarkan SK.53 Tahun 2019 luas areal  berubah  dari ± 

79.400 Ha menjadi  ±85.950 Ha. SK dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1:100.000.  

Selanjutnya SK IUPHHK-HA No. SK.429/Menhut-II/2014 tanggal 19 Oktober 2004 dan 

peta lampirannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

keputusan ini. 

Terdapat Addendum kedua SK MenLHK RI No.SK.89/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 

tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan 

No. 429/Menhut-II/2004. Perubahan berdasarkan SK adalah sepanjang menyangkut 

nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaaatan Hutan untuk pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Alam.   

Adapun Dokumen Legalitas Perseroan PT Karya Delta Permai adalah sebagai berikut: 

a. Akte Pendirian perusahaan sesuai dengan Akte Notaris Ny. Machrani Moertolo S, 

SH Nomor 34 tanggal 16 Januari 1997. 

b. Akta perubahan (terakhir) No. 02 tanggal 04 Desember 2019 oleh Notaris Chandra 

Lim. S.H.,LL.M, di Jakarta Utara. SK Menkumham Nomor:  AHU-

0236323.AH.01.11.Tahun  2019 Tanggal 06 Desember 2019 dengan Daftar 

Perseroan Terbatas No. AHU-0236323-AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 06 Desember 

2019. 

Susunan Pengurus PT Karya Delta Permai berdasarkan akta perubahan terakhir 

sebagai berikut: 

• Direktur  : Setiyo Nuswantoro dan 

• Komisaris : Yoseph Prawira. 

c. NIB Nomor 0220906910129 tanggal 2 September 2020 dengan Kode dan Nama 

KBLI 02120 – Pengusahaan Hutan Alam.  

d. NPWP No. 01.794.094.1-012.000  
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2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat SPP IIUPHHK pada PT Karya Delta Permai sebanyak 2 periode sesuai 

perubahan luasan areal dengan uraian sebagai berikut: 

1) SPP Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IIUPHHK) Nomor: S.985/VI-BIKPHH/2004 

tanggal 22 November 2004 sebesar 8.932.500.000,-(Delapan milyar sembilanratus 

tigapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) untuk areal seluas 79.400 hektar 

selama 45 Tahun. 

2) SPP IIUPHHK atas Penambahan Areal IUPHHK-HA No. S.469/PHPL 

/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 1.125.300.000,- untuk 

penambahan areal seluas ± 7.260 Ha. 

Terdapat bukti setor atas pembayaran SPP IUPHHK-HA sesuai bukti setor sebagai 

berikut: Untuk Periode I berupa : 

1) PT Karya Delta Permai pada tahun 2000 telah menerima SPP IHPH No 2498/VI-

EDAR/2000 tanggal 13 Desember 2000 sebesar Rp 2.301.000.000 dan telah 

dibayarkan pelunasannya sebesar Rp 2.301.000.000 pada tanggal 19 Januari 

2000 sesuai dengan bukti transfer Bank Indonesia Pusat. 

2) PT Karya Delta Permai telah melakukan pembayaran atas SPP IIUPHHK PT Karya 

Delta Permai melalui Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan 

dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 6.631.500.000,00 dengan kode referensi 

1715A02KDPI0611 tanggal pembayaran 22 Nopember 2004. 

3) Untuk Periode II dapat diverifikasi bukti setor IIUPH senilai Rp. 1.125.300.000,00 

yang dibayarkan melalui Bank  Mandiri  tanggal 05 September 2018 dengan NTPN 

3F77250UEEPHI400 dan Kode Billing 820180903160513 sesuai dengan SPP No. 

S.469/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018. 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa berdasarkan telaah dokumen RKUPH periode 2021-2030, RKTPH Tahun 2021 

dan Tahun 2022, serta wawancara terhadap Manajemen Representatif (Bpk.  Ir. Hirten 

M Tambunan) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah 

diluar kegiatan IUPHHK. Dengan demikian maka verifier ini tidak diterapkan/not 

applicable. 

 

 

18. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 

2.1.1.a 

: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telaah dokumen, PBPH PT Karya Delta Permai telah 

memenuhi norma Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK beserta 

lampirannya, yaitu: 
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Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang telah disahkan 

melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7531/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan luas areal yang 

direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas ± 85.950 Ha 

sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 53/MENLHK/SETJEN /PHL.0/I/2019 tanggal 17 

Januari 2019.  Dokumen disahkan dan ditanda  tangani oleh Bambang Hendroyono, MM. 

NIP. 19640930 198903 1 001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia.  

Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2022 atas nama PT Karya Delta Permai dan telah disahkan 

secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta Permai melalui SK No. 03/SK/DIR/KDP-

PLK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 dengan target luas tebangan 1.433 Ha dengan 

Jumlah pohon sebanyak 5.481 pohon dengan volume kayu bulat 28.904,39 M3 dan PWH 

sebanyak 2.000 pohon dengan volume sebesar  451,61 M3. 

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 dengan luas ±85.950 Ha.  Peta 

dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Robby Cahyadi No. Reg. 01210010360. 

Adapun rincian target produksi yang telah ditetapkan dalan dokumen RKTPH Tahun 2022 

sesuai SK yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:  

No. Kel. Jenis 
TPTI PWH Jumlah 

N M3 N M3 N M3 

1. Kel. Meranti 5.410 28.608,47 1.845 403,33 7.255 29.011,80 

2. Kel. Rimba Campuran 71 295,92 155 48,28 226 537,74 

3. Kel. Kayu Indah - - - - - - 

 Jumlah A: 5.481 28.904,39 2.000 451,61 7.481 29.549,54 

 

Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2023 atas nama PT Karya Delta Permai dan telah disahkan 

secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta Permai melalui SK No. 008/SK/DIR/KDP-

PLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan target luas tebangan 1.740 Ha dengan Jumlah 

pohon sebanyak 6.180 pohon dengan volume kayu bulat 32.085,14 M3 dan PWH sebanyak 

1.000 pohon dengan volume sebesar  463,62 M3 dan Carry Over Tahun 2022 sebanyak 495 

pohon dengan volume kayu bulat 2.981,75 M3 dan PWH sebanyak NIHIL. 

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dengan luas ±85.950 Ha.  Peta 

dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Robby Cahyadi No. Reg. 01210010360, disetujui oleh 

Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro. 

PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum 

penebangan (ITSP)/Timber Cruising yang lengkap dan sah untuk kegiatan RKTPH Tahun 2022 

dan RKTPH Tahun 2023 yang terdiri dari: 

a) Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan pada areal RKTPH 

Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dengan intensitas 100% (sensus). 

b) Dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan pada 

areal RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. 

c) Dokumen Rekapitulasi Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan URKTPH Tahun 2022 

dan URKTPH Tahun 2023. 

d) Peta penyebaran pohon yang dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan 

Sebelum Penebangan dengan Skala 1:5.000. Peta dibuat dan ditanda tangani oleh Ganis 

PHPL Canhut: Robby Cahyadi, SE dengan No.Reg. SiGANISHUT 01210010360. 

2. Verifier 

2.1.1.b 

: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 
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Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data areal tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 

Tahun 2023 luas ±85.950 Ha dengan skala 1:50.000. 

Terdapat SK Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 17/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 24 

Januari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal PBPH PT Karya Delta Permai.  SK 

ditandatangani oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro. 

Areal Kawasan Lindung seluas 12.274 Ha yang dimaksud terdiri dari : 

1. Areal Buffer Zone HUtan Lindung seluas:  6.975 Ha. 

2. Areal Sempadan Sungai dan Sekitar Mata Air seluas: 1.548 Ha; 

3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas:     371 Ha; 

4. Kawasan Pelestarian Satwa Liar seluas:  363 Ha; 

5. Kaawasan Hutan Prenget selauas:  3.017 Ha. 

Hasil verifikasi lapangan terdapat penandaan dilapangan atas areal yang tidak boleh ditebang 

yaitu: 

1) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai BUSO pada titik koordinat S: 00O 16’ 

18,36” dan E: 114O 19’ 37,61”.   

2) Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Sopan pada titik koordinat S: 00O 12’ 

31,52” dan E: 114O 12’ 25,55”.  

3) Kawasan lindung Hutan Prenget pada titik koordinat S: 00O 13’ 23,32” dan E: 114O 16’ 

40,09”.  

4) Kawasan lindung Bufferzone HUtan Lindung Lampunyat pada titik koordinat S: 00O 12’ 

56,83” dan E: 114O 16’ 16,02”. 

3 Verifier 

2.1.1.c 

: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penandaan lokasi blok tebangan RKTPH pada PBPH PT Karya Delta Permai telah dibuat jelas 

di peta dan terbukti keberadaannya di lapangan. 

Terdapat Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penetapan Titik Ikatan dan Pembuatan Batas 

Blok RKTPH Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas 

nama Avril Bolang dan Ganis PHPL Canhut atas nama Robby Cahyadi. 

Terdapat Papan Nama Blok RKTPH Tahun 2022 telah dibuat dan dipasang pada Blok RKTPH 

2022 petak P.13 terletak pada koordinat S: 00° 13’ 34,8” dan E: 114° 10’ 52,4”.   

Terdapat Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penetapan Titik Ikatan dan Pembuatan Batas 

Blok RKTPH Tahun 2023 Bulan Juli 2021 tanggal 26 Juli 2021.  Berita Acara dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut atas nama MEMES dan Ganis PHPL Canhut atas nama Robby Cahyadi.   

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan 

pada batas blok dan petak RKTPH 2022 yang sesuai di lapangan. 

- Batas Petak O.13 dan P.13 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 13’ 

03,0” dan E: 114° 10’ 39,6”.  Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map 

mendapatkan bahwa pemancangan batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 

- Batas Petak O.13 dan O.12 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 12’ 

32,64” dan E: 114° 10’ 28,58”. Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map 

mendapatkan bahwa pemancangan batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 

- Batas Petak O.12 dan N.12 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 12’ 

30,19” dan E: 114° 10’ 27,73”. Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map 

mendapatkan bahwa pemancangan batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 
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- Batas Petak M.13 dan N.13 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 11’ 

57,67” dan E: 114° 10’ 44,50”. Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map 

mendapatkan bahwa pemancangan batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 

- Batas Petak N.12 dan N.13 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 12’ 

03,28” dan E: 114° 10’ 28,18”. Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map 

mendapatkan bahwa pemancangan batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 

- Batas Petak Q.13 dan P.13 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat S: 00° 13’ 

35,33” dan E: 114° 10’ 51,43”. Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan 

batas petak warna kuning dan terdapat cat warna merah strip 2 sepanjang jalur batas. 

Hasil verifikasi menggunakan aplikasi Avenza Map mendapatkan bahwa pemancangan 

batas telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022. 

- Batas Blok RKTPH Tahun 2022 telah dibuat dan dipasang pada Blok RKTPH 2022 petak 

P.13 terletak pada koordinat S: 00° 13’ 34,8” dan E: 114° 10’ 52,4”.   

4 Verifier 

2.2.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang telah disahkan melalui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7531/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan luas areal yang 

direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas ± 85.950 Ha 

sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 53/MENLHK/SETJEN /PHL.0/I/2019 tanggal 17 

Januari 2019.  Dokumen disahkan dan ditanda  tangani oleh Bambang Hendroyono, MM. 

NIP. 19640930 198903 1 001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia.  

Sesuai dokumen RKUPHHK-HA, areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai seluas ±85.950 Ha 

dengan zonasi areal meliputi Kawasan Lindung ±12.274 Ha, Kawasan tidak untuk produksi 

±8.455 Ha dan Kaewasan Untuk Produksi ±65.221 Ha.  Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya 

Delta Permai periode Tahun 2021–2030 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 

dan dilengkapi Peta Lampiran skala  1:100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; Ihwani, 

S.Hut, diketahui oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro dan disetujui oleh 

atas nama MenLHK, Dirjen PHPL; Ir. Istanto, MSc 

5 Verifier 

2.2.1.b 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030, RKTUPHHK-HA Tahun 2022 

dan Tahun 2023 dapat diverifikasi bahwa PT Karya Delta Permai merupakan IUPHHK-HA yang 

menerapkan Sistem Silvikultur TPTI.  PT Karya Delta Permai tidak menerapkan system 

silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada 

areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk   pembangunan hutan tanaman industri. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan 

 

19. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1. 

: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI (M) 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Petugas Penerbit LHP atas nama Erianto Sitanggang dengan Nomor Register sesuai 

SIGANISHUT 04200001664. SK Pengangkatan GanisPH sebagai P2LHP sesuai Keputusan 

Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 018/DIR-KDP/SK.P2LHP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022. 

PBPH PT Karya Delta Permai, pada periode RKTPH Tahun 2022 telah menerbitkan sebanyak 

17 set LHP sebanyak 5.641 batang dengan volume sebesar 20.729,93 m3. Rincian 

selengkapnya LHP pada RKTPH Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

No Nomor LHP Tanggal 
Jumlah 

Btg Vol. (M3) 

1 01/LHP-PWH/KBB/KDP/VI/2022 21 Juni 2022  1   1,57  

2 02/LHP-PWH/KBS/KDP/VI/2022 21 Juni 2022  21   30,25  

3 03/LHP-PWH/KBK/KDP/VI/2022 21 Juni 2022  1.978   346,78  

4 04/LHP-REG/KBB/KDP/VI/2022 21 Juni 2022  418   2.355,91  

5 05/LHP-REG/KBS/KDP/VI/2022 21 Juni 2022  19   52,58  

6 06/LHP-REG/KBB/KDP/VII/2022 28 Juli 2022  572   3.266,41  

7 07/LHP-REG/KBS/KDP/VII/2022 28 Juli 2022  17   51,12  

8 08/LHP-REG/KBB/KDP/VIII/2022 29 Agustus 2022  288   1.656,48  

9 09/LHP-REG/KBS/KDP/VIII/2022 29 Agustus 2022  8   22,16  

10 10/LHP-REG/KBB/KDP/IX/2022 14 September 2022  79   491,37  

11 11/LHP-REG/KBS/KDP/IX/2022 14 September 2022  3   9,31  

12 12/LHP-REG/KBB/KDP/X/2022 17 Oktober 2022  489   2.685,27  

13 13/LHP-REG/KBS/KDP/X/2022 17 Oktober 2022  12   36,96  

14 14/LHP-REG/KBS/KDP/XI/2022 17 November 2022  24   72,96  

15 15/LHP-REG/KBB/KDP/XI/2022 17 November 2022  447   2.493,77  

16 16/LHP-REG/KBS/KDP/XII/2022 7 Desember 2022  77   230,17  

17 17/LHP-REG/KBB/KDP/XII/2022 7 Desember 2022  1.188   6.926,86  

 Jumlah :   5.641   20.729,93  

Seluruh LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditugaskan sebagai Petugas Penerbit 

LHP atas nama Erianto Sitanggang dengan Nomor Register sesuai SIGANISHUT 04200001664. 

Hasil verifikasi dokumen dan rekaman menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tanda 

tangan dalam LHP dengan specimen tanda tangan Ganis PHPL yang bersangkutan. 

LHP telah diterbitkan berdasarkan Buku Ukur yang dibuat pada bulan yang sama. Terdapat 

Buku Ukur yang dapat diverifikasi selama periode audit Resertifikasi bulan Februari 2022 s/d 

bulan Januari 2023.  Dapat dipastikan bahwa hasil pengukuran buku ukur telah di LHP kan 

pada bulan yang bersangkutan. 

PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan 

SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan Operator SIPUHH atas nama SUHARNO sesuai 

Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 05/KDP-SPT/IX/2021 tanggal 14 Setember 

2021. 

2 Verifier 

3.1.2. 

: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: 

- TPK hutan ke TPK Antara 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen penetapan TPK Hutan dan TPK Antara RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 

2023 pada PBPH PT Karya Delta Permai yaitu: 
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1. SK Direktur Nomor: 08/SK/DIR/KDP-PLK/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang 

Penetapan TPK Antara KDP Joloi I di Muara Joloi kecamatan Seribu Riam pada titik 

koordinat S: 00° 06’ 56,6” dan E: 114° 06’ 22,00”, luas 4 Hektar dan daya tampung 

±40.000 m3. 

2. SK Direktur Nomor: 112/SK/DIR/KDP-PLK/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang 

Penetapan TPK Antara Buntok lokasi Penda Asam kecamatan Dusun Selatan Kabupaten 

Barito Selatan pada titik koordinat S: 00° 36’ 21,9” dan E: 114° 50’ 12,5”, luas 4 Hektar 

dan daya tampung ±40.000 m3. 

3. SK Direktur Nomor: 10/SK/DIR/KDP-PLK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang 

Penetapan TPK Antara I lokasi Muara Bumban kecamatan Seribu Riam pada titik koordinat 

S: 00° 06’ 56,6” dan E: 114° 06’ 22,00” dengan luas 4 Hektar dan daya tampung ±40.000 

m3. 

Selama periode audit (Februari 2022 s/d Januari 2023), PBPH PT Karya Delta Permai telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai 

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: 

1. SKSHHK dari TPK Hutan Muara Liang menuju TPK Antara Joloi KDP menggunakan sarana 

angkutan rakit sebanyak 6 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.534 batang dengan 

volume 7.660,79 M3. 

2. SKSHHK dari TPK Hutan Muara Liang menuju TPK Antara I Bumban dengan 

menggunakan rakit sebanyak 3 Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.941 batang 

dengan volume 10.830,10 M3 

3. SKSHHK dari TPK PT MPP menuju TPK Antara Joloi KDP menggunakan Rakit sebanyak 

10 Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.659 batang dengan volume 16.642,80 

M3. 

4. SKSHHK dari TPK Antara Joloi KDP menuju Penjualan ke TPK Antara PT MPP sebanyak 5 

Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.394 batang dengan volume 14.143,34 M3. 

5. SKSHHK dari TPK Antara Joloi menuju ke TPK Antara Bumban sebanyak 3 Set dokumen 

SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.393 batang dengan volume 7.869,62M3. 

6. SKSHHK dari TPK Antara Bumban menuju Penjualan ke Industri PT TSMJ sebanyak 1 Set 

dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.393 batang dengan volume 7.869,62 M3 

7. SKSHHK dari TPK Antara Bumban menuju TPK Antara Buntok sebanyak 2 Set dokumen 

SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.298 batang dengan volume 12.877,13 M3 

8. SKSHHK dari TPK Antara Buntok Penjualan ke Industri sebanyak 3 Set dokumen SKSHHK 

untuk kayu sebanyak 2.262 batang dengan volume 12.705,47 M3. 

No Bulan SKSHHK (Set) 
Jumlah 

SKSHHK 
Btg Vol (M3) 

1 Mei 2022  KB.C.0068756   1.393   7.869,62  PT. TSMJ 

3 Desember 2022  KB.C.1173946   308   1.778,50  PT. Buana Triarta 

4 Desember 2022  KB.C.1171285   625   3.529,08  PT. Setia Indo Putra 

5 
Februari 2023  KB.C.1371194   1.329   7.397,89  PT. Tanjung Selatan 

Makmur Jaya 

Jumlah  3.655 20.575,09 - 

Sumber : Rekap SKSHHK SIPUHH Online PT KDP 

Terdapat Berita Acara (BA) Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) sebanyak 4 set Dokumen BA 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. 
Nomor Berita Acara Kayu 

Dipergunakan Sendiri 
Btg 

Volume 

(m3) 
Keterangan 

1. No. 01/DKDS/KDP/VI/2022  

Tgl. 30 Juni 2022 

2000 378,60 Ditanda tangani oleh Mgr 

Camp; Budi Yanto 

2. No. 02/DKDS/KDP/VII/2022  

Tgl. 28 Juli 2022 

150 702,74 Ditanda tangani oleh Mgr 

Camp; Budi Yanto 
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3. No. 03/DKDS/KDP/VIII/2022  

Tgl. 14 Agustus 2022 

61 245,46 Ditanda tangani oleh Mgr 

Camp; Budi Yanto 

4. No. 04/DKDS/KDP/X/2022  

Tgl. 8 Oktober 2022 

205 944,21 Ditanda tangani oleh Mgr 

Camp; Budi Yanto 

  2.416 2.271,01  

PBPH PT Karya Delta Permai telah menetapkan/menunjuk Ganis PHPL PKB yang bertugas 

sebagai Penerbit SKSHHK maupun sebagai P3KB atas nama: 

1. Petugas Penerbit SKSHHK atas nama Hengki Permana dengan Nomor Register sesuai 

SIGANISHUT 04220017669.  Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor: 

107179339632. SK Pengangkatan P2SKSHHK sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta 

Permai Nomor: 081/DIR-KDP/SK.P2LHP/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022. 

2. Petugas Penerbit SKSHHK atas nama SUHARNO dengan Nomor Register sesuai 

SIGANISHUT 04210002377.  Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor: 

862230214103807 berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2027.  SK Pengangkata 

P2SKSHHK sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 024/DIR-

KDP/SK.P2SKSHHK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.  

3. Petugas P3KB atas nama Syahrul Arif dengan Nomor Register sesuai SIGANISHUT 

04210010696.  Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor: 664230214103614 

berdasarkan Surat Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor 100223144 tanggal 16 

Februari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2027.  SK 

Pengangkatan P3KB sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 072/DIR-

KDP/SK.P2SKSHHK/V/2021 tanggal 12 Mei 2021. 

4. Petugas P3KB atas nama Bambang Sumantri dengan Nomor Register sesuai SIGANISHUT 

04210010652.  Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT Nomor: 123230214103446 

berdasarkan Surat Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor 100223143 tanggal 16 

Februari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2027. SK Pengangkatan 

P3KB sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 08/DIR-

KDP/SK.P3KB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019. 

Pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL terdapat sisa stok kayu bulat hasil penebangan 

sebanyak 2.112 batang dengan volume 11.504,55 m3 dengan rincian berada di TPK Hutan 

Muara Liang sebanyak 1.783 batang dengan volume 9.971,21 m3 dan di TPK Antara sebanyak 

329 batang dengan volume 1.533,34 m3 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu 

menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan Operator SIPUHH yang telah ditunjuk 

atas nama Suharno sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai Nomor: 05/KDP-

SPT/IX/2021 tanggal 14 Setember 2021. 

Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang 

kayu di TPn, TPK Hutan maupun di TPK Antara yang dapat dibaca dengan barcode scanner 

dapat dilakukan secara langsung 

Terdapat dokumen Prosedur Tata Usaha Kayu (TUK) berjudul Standar Prosedur Operasi 

Produksi/Pembalakan dengan Nomor Dokumen: SPO/01/PROD-PB/2010 tanggal terbit 

Sepptember 2021 yang disiapkan oleh Kabag. Produski; SUHARNO, diperiksa oleh Manager 

Camp; Budi Yanto dan telah disetujui oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. Setiyo 

Nuswantoro. 

Uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu yang diproduksi dan diangkut ke industri dapat 

ditelusuri sampai ke petak tebangan bahkan sampai ke tunggul bekas tebangan antara lain 

sebagai berikut: 

No ID Barcode Posisi Log Koordinat Lokasi Petak 
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1. 1713A02KDPI xxx 188821 TPK Hutan 
S: 00° 12’ 55,71”; E: 

114° 10’ 39,8”. 

Petak O.13 

RKTPH 2022 

2. 1713A02KDPI xxx 185925 TPK Hutan 
S: 00° 12’ 28,20”; E: 

114° 10’ 24,55”. 

Petak N.12 

RKTPH 2022 

3. 1713A02KDPI xxx 198798 TPK Hutan 
S: 00° 11’ 51,07”;  

E: 114° 10’ 48,08”. 

Petak M.13 

RKTPH 2022 

4. 1713A02KDPI xxx 198823 TPK Hutan 
S: 00° 11’ 51,62”;  

E: 114° 10’ 47,33”. 

Petak M.13 

RKTPH 2022 

5. 1713A02KDPI xxx 198950 TPK Hutan 
S: 00° 11’ 51,66”;  

E: 114° 10’ 48,06”. 

Petak M.13 

RKTPH 2022 

6. 1713A02KDPI xxx 199020 TPK Hutan 
S: 00° 11’ 51,25”; E: 

114° 10’ 47,25”. 

Petak M.13 

RKTPH 2022 

7. 1713A02KDPI xxx 199147 TPK Hutan 
S: 00° 11’ 52,42”;  

E: 114° 10’ 47,13”. 

Petak M.13 

RKTPH 2022 

Sumber : hasil uji petik Auditor VLHH 16 Feb. 2023 

4. Verifier 

3.1.3.b 

: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen Prosedur Tata Usaha Kayu (TUK) 

dengan Nomor Dokumen: SPO/01/PROD-PB/2010 tanggal terbit September 2021.   

PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan 

penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak 

menunjukkan bahwa kayu PBPH PT Karya Delta Permai dapat ditelusuri sampai ke tunggul di 

Petak tebangan.  Terdapat sarana prasarana TUK di Basecamp Briwit dan di TPK Hutan Muara 

Liang beserta SDM-nya.   

Berdasarkan verifikasi dari lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten baik 

di TPK Hutan dan di TPK Antara (verifikasi dokumen). Penandaan secara konsisten juga dapat 

dibuktikan di lapangan pada tunggul dipetak tebang. 

5. Verifier 

3.1.4 

: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai, dapat diverifikasi 

keberadaan arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari: 

1. SKSHHK dari TPK Hutan Muara Liang menuju TPK Antara Joloi KDP menggunakan sarana 

angkutan rakit sebanyak 6 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.534 batang dengan 

volume 7.660,79 M3 

2. SKSHHK dari TPK Hutan Muara Liang menuju TPK Antara I Bumban dengan 

menggunakan rakit sebanyak 3 Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.941 batang 

dengan volume 10.830,10 M3 

3. SKSHHK dari TPK PT MPP menuju TPK Antara Joloi KDP menggunakan Rakit sebanyak 

10 Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.659 batang dengan volume 16.642,80 

M3. 

4. SKSHHK dari TPK Antara Joloi KDP menuju Penjualan ke TPK Antara PT MPP sebanyak 5 

Set dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.394 batang dengan volume 14.143,34 M3. 

5. SKSHHK dari TPK Antara Joloi KDP menuju ke TPK Antara Bumban sebanyak 3 Set 

dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.393 batang dengan volume 7.869,62 M3. 

6. SKSHHK dari TPK Antara Bumban menuju Penjualan ke Industri PT TSMJ sebanyak 1 Set 

dokumen SKSHHK untuk kayu sebanyak 1.393 batang dengan volume 7.869,62 M3 
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7. SKSHHK dari TPK Antara Bumban menuju TPK Antara Buntok sebanyak 2 Set dokumen 

SKSHHK untuk kayu sebanyak 2.298 batang dengan volume 12.877,13 M3. 

8. SKSHHK dari TPK Antara Buntok Penjualan ke Industri sebanyak 3 Set dokumen SKSHHK 

untuk kayu sebanyak 2.262 batang dengan volume 12.705,47 M3. 

Keseluruhan SKSHHK yang diterbitkan untuk penjualan kayu ke Industry dari PBPH PT Karya 

Delta Permai adalah sebanyak 4 set dengan jumlah  

No Bulan SKSHHK (Set) 
Jumlah SKSHHK 

Btg Vol (M3)  

1 Mei 2022  KB.C.0068756  1.393  7.869,62  PT. TSMJ 

2 Desember 2022  KB.C.1173946   308   1.778,50  PT. BUANA TRIARTA 

3 Desember 2022  KB.C.1171285   625   3.529,08  PT. SETIA INDO PUTRA 

4 Februari 2023  KB.C.1371194   1.329   7.397,89  PT. TANJUNG SELATAN 

MAKMUR JAYA 

Jumlah  4   3.655   20.575,09   

Sumber : Rekap SKSHHK SIPUHH Online PT KDP 2022 

6. Verifier 

3.2.1.a 

: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen SPP/ Kode Billing atas kewajiban PSDH dan DR pada PBPH PT Karya Delta 

Permai yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PBPH PT Karya Delta Permai selama periode 

audit dengan total sebagai berikut: 

No. RKTPH SPP PSDH (Rp.) SPP DR (US$) 

1. RKTPH Tahun 2022 1.652.939.410,00              336.744,23  

2. RKTPH Tahun 2023 NIHIL              NIHIL  

 Jumlah Total : 1.652.939.410,00              336.744,23  

Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang 

telah diupload atau dilaporkan. 

7 Verifier 

3.2.1.b 

: Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen SPP/ Kode Billing atas kewajiban PSDH dan DR pada PBPH PT Karya Delta 

Permai yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PBPH PT Karya Delta Permai selama periode 

audit dengan total sebagai berikut: 

No. RKTPH SPP PSDH (Rp.) SPP DR (US$) 

1. RKTPH Tahun 2022 1.652.939.410,00              336.744,23  

2. RKTPH Tahun 2023 NIHIL              NIHIL  

 Jumlah Total : 1.652.939.410,00              336.744,23  

Pembayaran kewajiban atas PSDH dan DR pada PBPH PT Karya Delta Permai telah dilakukan 

berdasarkan kode Billing yang telah diterbitkan.  Terdapat bukti pembayaran atas kewajiban 

tersebut berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN). 

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulat per 31 Desember 

2022 pada PBPH PT Karya Delta Permai. 

Tidak terdapat kekurangan pembayaran maupun denda keterlambatan pembayaran atas DR 

dan PSDH yang menjadi kewajiban PBPH PT Karya Delta Permai. 
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8 Verifier 

3.2.1.c 

: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa pada periode audit audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai (Februari 

2022 s/d Januari 2023) telah menerbitan LHP dari kegiatan penebangan/produksi di lapangan, 

sehingga terbit kewajiban pembayaran atas SPP PSDH dan DR. 

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan dari sistem SiPNBP 

didasarkan atas: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 

2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas 

Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan 

untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 

3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 

tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya 

Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 

9 Verifier 

3.3.1 

: Dokumen PKAPT 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor: 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan 

Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu 

tertanggal 10 Agustus 2018.  

10 Verifier 

3.3.2 

: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa Selama periode audit Resrtifikasi PHL (Februari 2022 s/d Januari 2023) terdapat 

pengangkutan kayu yang diakukan oleh PBPH PT Karya Delta Permai dilengkapi dengan 

SKSHHK dengan tujuan Industry. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan tongkang 

dengan ditarik kapal TugBoat.  

Berdasarkan hasil telaah dokumen kapal (Surat Persetujuan  Berlayar)  diketahui  bahwa  

seluruh pengangkutan kayu dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia 

sebagai berikut : 

No 
NAMA KAPAL DAN 

TONGKANG 
TANGGAL 

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR 

NOMOR TANGGAL 

1 TB. Sumber Hikmah 05 5 Mei 2022 551.133/431/DISHUB/2022 19 Mei 2022 

2 
TB. Mandiri 5 & TK. SML 

05 

1 Februari 

2023 
011/UPP.RI/WKJ/XII/2022 21 Des. 2022 

3 

TB Setia Makmur III & TK 

Putra Kapuas XII 

18 

Desember 

2022 

017/UPP.RI/WKJ/XII/2022 22 Des. 2022 

 

 

11 Verifier 

3.4.1 

: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan audit saat ini adalah audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai, 

sehingga sebelumnya PT Karya Delta Permai telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang 
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 dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL No. 

08.SPHPL.019-IDN yang berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai dari tanggal 31 Maret 

2017 s.d. 30 Maret 2023.   

Dapat diverifikasi PBPH PT Karya Delta Permai telah membubuhkan Tanda V-Legal pada 

bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Penggunaan Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada ID Barcode di log 

kayu yang bergambar Logo V-Legal bertuliskan “008.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN” 

maupun dalam dokumen SKSHHK yang diterbitkan. 

 

 

20. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen lingkungan atau AMDAL lengkap yang 

terdiri: 

1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Hak Pengusahaan 

Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto 

Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat 

Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

2) Ringkasan Eksekutif ANDAL RKL dan RPL. 

3) Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). 

4) Laporan Pengelolaan Lingkungan (RKL). 

5) Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL). 

Dokumen lingkungan PT Karya Delta Permai disahkan berdasarkan Surat dari 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-

II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT 

Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah.  

Berdasarkan telaah terhadap dokumen KA-ANDAL, RE-ANDAL RKL RPL, ANDAL, RKL 

dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai dapat diverifikasi bahwa 

penyusunan AMDAL telah sesuai tata waktunya dan telah mengacu pada peraturan 

No. 2019/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen ANDAL 

HPH. 

Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari seluas 74.900 

Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat dari Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. 660/448/1.2/IV/DLH/2018 tanggal 

9 April 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen lingkungan yang 

telah dimiliki oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin lingkungan. PT 

Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ addendum 

Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah dimilikinya 

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai 

dengan SK Menhutbun No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal 

Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT 

Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Dokumen RKL dan RPL PT Karya Delta Permai telah disusun sesuai dampak penting 

aspek fisik-kimia, biologi dan sosial pada Dokumen Laporan Utama Dampak 

Lingkungan (ANDAL). 

Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari seluas 74.900 

Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat dari Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. 660/448/1.2/IV/DLH/2018 tanggal 

9 April 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen lingkungan yang 

telah dimiliki oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin lingkungan. PT 

Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ addendum 

Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah dimilikinya. 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 

biologi dan sosial 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah menyusun dan memiliki laporan pelaksanaan RKL 

dan RPL Tahun 2022 yaitu: 

1. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester I 

(Januari–Juni) Tahun 2022.  Terdapat Bukti Penerimaan Laporan dari Dinas 

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 Februari 

2023. 

2. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester II 

(Juli– Desember) Tahun 2022.  Terdapat Bukti Penerimaan Laporan dari Dinas 

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 Februari 

2023. 

Dapat diverifikasi Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting 

aspek fisik-kimia, biologi dan sosial diantaranya : 

1. Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai BUSO pada titik koordinat S: 

00O 16’ 18,36” dan E: 114O 19’ 37,61”.  

2. Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Sopan pada titik koordinat S: 

00O 12’ 31,52” dan E: 114O 12’ 25,55”.   

3. Kawasan lindung Hutan Prenget pada titik koordinat S: 00O 13’ 23,32” dan E: 

114O 16’ 40,09”.  

4. Kawasan lindung Bufferzone Hutan Lindung Lampunyat pada titik koordinat S: 

00O 12’ 56,83” dan E: 114O 16’ 16,02”. 

5. Pembangunan bangunan Menara Pemantau Api yang didirikan di petak 18 pada 

titik koordinat S: 00O 17’ 26,74” dan E: 114O 21’ 08,46”. 

6. Pengukuran Pemantauan Erosi lokasi petak O.16 Blok RKTPH 2021 pada titik 

koordinat S: 00O 12’ 35,92” dan E: 114O 12’ 17,21”.  

7. Terdapat Pembangunan Nursery yang dibangun pada lokasi di areal sekitar 

Basecamp Briwit pada titik koordinat S: 00O 17’ 21,78” dan E: 114O 21’ 05,26”. 

8. Kegiatan Penanaman Bekas Jalan Sarad, Kakija serta bekas TPn di areal Blok 

RKTPH Tahun 2021 yang dibangun pada titik koordinat S: 00O 11’ 59,10” dan E: 

114O 13’ 09,35”. 

9. Pembangunan Stasiun Pemantaua Curah Hujan yang dibangun pada lokasi di 

areal sekitar Basecamp Briwit pada titik koordinat S: 00O 17’ 18,84” dan E: 114O 

21’ 01,83”. 

10. Terdapat Lokasi Pemantauan Pengukuran Tinggi Muka Air dan Debit pada 

Sungai Danum Tolung yang dibangun pada lokasi di areal sekitar petak N.20 

pada titik koordinat S: 00O 12’ 02,41” dan E: 114O 14’ 34,97”. 
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11. Terdapat Lokasi Pemantauan Pengukuran Tinggi Muka Air dan Debit pada 

Sungai SOPAN yang dibangun pada lokasi di areal sekitar petak O.16 Blok 

RKTPH 2021 pada titik koordinat S: 00O 12’ 31,52” dan E: 114O 12’ 25,55”. 

12. Terdapat sarana penanganan limbah B3 yang dibangun pada lokasi di areal 

sekitar Basecamp Muara Liang pada titik koordinat S: 00O 15’ 46,02” dan E: 

114O 07’ 28,62”. 

 

21. Indikator 1.5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen pedoman K3 dengan 

Nomor Dokumen : SOP/01/Adm.Pers/K3/22 tanggal terbit 24 November 2022. 

SOP berisi uraian Pengertian, Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum, Tanggungjawab, 

Masukan, Keluaran, Waktu, Prosedur Kerja serta Dokumentasi. 

Terdapat personil bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 

yang ditunjuk melalui Ketetapan Direktur PT Karya Delta Permai dan telah disahkan 

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor: KEP.128/DISNAKERTRANS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021. 

Adapun susunan Penanggung Jawab P2K3 pada PBPH PT Karya Delta Permai yang 

ditunjuk antara lain sebagai Ketua atas nama Budi Yanto. 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Karya Delta Permai memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karya Delta Permai periode Februari 2023. 

Sesuai daftar peralatan K3 pada PT Karya Delta Permai adalah: 

1. Helm Safety warna orange sebanyak 20 pcs. 

2. Helmet safety warna putih sebanyak 10 unit 

3. Kacamata Las sebanyak 3 pcs 

4. Kacamata Safety Polos sebanyak 3 pcs 

5. Masker hitam pemadam sebanyak 20 pcs 

6. Sepatu Safety sebanyak 5 psg 

7. Sepatu Boot sebanyak 20 psg 

8. Sarung tangan las 3 pcs 

9. Sarung tangan biasa sebanyak 20 pcs 

10. Baju Pelampung sebanyak 6 pcs 

11. Baju Pemadam sebanyak 15 pcs 

12. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 8 pcs   

13. Kotak P3K sebanyak 8 set. 

Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode 

sampling diantaranya : 

- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain 

kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare 

part dan sebagainnya.  

- Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. 

Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan 
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APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan 

baik. 

- Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang cukup memadai, namun 

hasil pemeriksaan ada beberapa obat yang telah kadaluarsa sehingga perlu selalu 

dikontrol. 

- Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. 

- Pemasangan Rambu jalur evakuasi pada Base camp disertai dengan titik kumpul 

(assembly point). 

- Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. 

- Penyediaan alat komunikasi radio pada setiap unit kendaraan besar kecil maupun 

alat berat. 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. 

Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit, yaitu bulan Januari 

2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan tidak terdapat kejadian 

kecelakaan kerja atau NIHIL. Catatan kecelakaan kerja dibuat setiap bulan oleh Staff 

Personalia; Silvester Roy Darwin, SP. Dan diketahui oleh Manager Camp; Budi Yanto. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja sesuai 

hasil wawawancara dengan Bapak Hirten M. Tambunan selaku Management 

Representatif (MR) antara lain: 

• Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah 

ditetapkan Management. 

• Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 

• Menyiapkan sarana dan prasarana K3 

• Pemantauan kegiatan kerja harus memperhatikan kondisi cuaca. 

• Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3 

• Selalu monitor dan control kendaraan secara berkala 

• Sosialisasi program K3 

• Selalu melakukan breefing K3 meskipun secara non Formal. 

• Selalu persiapan bekal perjalanan. 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada Periode audit Resertifikasi PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai, dapat 

diverifikasi bahwa pada lingkungan karyawan PBPH PT Karya Delta Permai belum 

terbentuk serikat pekerja.  Selanjutnya untuk menjamin kepastian bahwa perusahaan 

memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja, perusahaan telah membuat pernyataan tentang kebebasan berserikat 

tersebut. 

Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PBPH PT Karya Delta Permai perihal  

jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

atau membentuk Serikat Pekerja tertanggal 6 Februari 2023.  

Hasil Wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan telah mengetahui 

perihal terdapat kebebasan berserikat di Lingkungan Karyawan PBPH PT Karya Delta 

Permai namun tidak ada keinginan untuk membentuk serikat pekerja. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 
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Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dapat dipastikan tidak terdapat Serikat 

Pekerja didalam lingkungan karyawan PBPH PT Karya Delta Permai.  Selanjutnya 

sebagai pengganti sarana yang menjembatani hubungan kerja karyawan dengan 

perusahaan, maka diperlukan adanya Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 

2021 – 2023.  Dokumen Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari 

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya sesuai Surat 

Keputusan No. KEP.560/ 8 /Distransnaker tanggal 11 Februari 2021. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Karya Delta Permai Periode 2021 – 2023 

berlaku terhitung tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2023. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat Data Daftar Karyawan PBPH PT Karya Delta Permai periode bulan Februari 

2023. Jumlah Karyawan periode bulan Februari 2023 terdapat sebanyak 150 

karyawan.   

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PBPH PT Karya Delta 

Permai periode bulan Februari 2023 dan wawancara dengan Bapak Hirten M. 

Tambunan selaku Management Representatif (MR), dipastikan tidak terdapat 

karyawan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. 

Karyawan termuda atas nama Aan Sanjaya yang lahir di Tumbang Ulu tanggal 13 

Agustus 2004 dengan nomor KTP 6212021308040002 dan bergabung dengan PBPH 

PT Karya Delta Permai pertanggal 6 Februari 2023 sebagai PHL Survey, sehingga 

pada saat masuk mulai bekerja yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 6 bulan.   
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2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL 

 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Sedang 2 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Baik 3 3 

5. 1.5 Sedang 2 3 

6. 2.1 Baik 3 3 

7. 2.2 Sedang 2 3 

8. 2.3 Baik 3 3 

9. 2.4 Sedang 2 3 

10. 2.5 Sedang 2 3 

11. 2.6 Sedang 2 3 

12. 3.1 Sedang 2 3 

13. 3.2 Sedang 2 3 

14. 3.3 Sedang 2 3 

15. 3.4 Baik 3 3 

16. 3.5 Sedang 2 3 

17. 3.6 Sedang 2 3 

18. 4.1 Baik 3 3 

19. 4.2 Baik 3 3 

20. 4.3 Baik 3 3 

21. 4.4 Sedang 2 3 

22. 4.5 Baik 3 3 

JUMLAH 53 66 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

53/66 x 100 % = 80,30 % (BAIK) 

Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk  
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